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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas petunjuk dan
bimbingan-Nya sehingga tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer I11-14
Denpasar tahun 2022 dapat terpenuhi dan telaksana dengan baik.

Laporan Kinerja Pengadilan Militer 1lI-14 Denpasar Tahun 2022
merupakan bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan kepada
Pengadilan Militer 111-14 Denpasar. Laporan ini memuat datadan informasi
pelaksanaan tugas serta capaian kinerja di Pengadilan Militer 111-14 Denpasar.
Laporan Kinerja ini merupakan bagian dari SAKIP Pengadilan Militer 1lI1-14
Denpasar tahun 2022. SAKIP yang handal, efektif dan efisien akan mendorong
terwujudnya reformasi birokrasi menule good governance

Selain itu penyusunan LKjIP ini untuk menindahlanjuti Surat Keputusan
Sekretaris Mahkamah/g/gungv’r«"l/lf\llorﬁéf‘":""2049[$EK/SK/X||/2022 tanggal 27
Desemtggf/ZOZZ/téAﬁtgng Pedoman Pelaksanaan Sisf\eJm—,&kuntabi]if[as Kinerja di

| tl’ﬁél@%gan Mahkamah Agung dan Bada Peradilan yang berda di baWéhh‘y& serta

| Surgt Skretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 tanggal
14 f—Desember 2022 dan Surat Kadilmilti 1l Surabaya Nomor
WS’WIIL/48/OT.01.2/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 perihal Penyampaian
Dorumen SAKIP.

- Salah satu capaian Pengadilan Militer IlI-14 Denpasar di tahun 2022 yang

_‘ﬁdga patut disyukuri adalah keberhasilan Pengadilan Militer 111-14 Denpasar dalam
mempertahankan nilai akredetasi penjaminan Mutu dengan nilai A (Excelent) Nilai
ini menunjukkan bahwa Pengadilan Militer IlI-14 Denpasar telah memenuhi kriteria
pelayanan publik yang baik dan berkualitas.

Penggunaaan teknologi Informasi dalam pelayanan di Pengadilan Militer
[1I-14 Denpasar ditujukan untuk tercapainya efisiensi dan efektivitas kerja.
Pemberi layanan secara Online maupun melalui PTSP merupakan salah satu
upaya untuk memberikan layanan secara transparan, efektif dan efisiensi serta

untuk menghindakan terjadinya korupsi kolusi dan Nepotisme.




Laporan ini menyajikan informasi kinerja yang telah dilakukan serta
capaian yang telah diperoleh oleh Pengadilan Militer 111-14 Denpasar. Laporan ini
merupakan upaya untuk mewujudkan kinerja yang bersih dan akuntabel.

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2022. Semoga laporan ini dapat

memberi manfaat dan mendorong Pengadilan Militer 111-14 Denpasar untuk

menjadi lebih baik di masa mendatang.

"f{ma?dr 25 September 2023
/5/KepalaPengadilan Militer 111-14
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pengadilan Militer 11I-14 Denpasar tahun 2022 merupakan salah
satu bentuk pertanggungjawaban dan media evaluasi kinerja. Laporan ini memuat
capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Renstra Pengadilan Militer 111-
14 Denpasar tahun 2020-2024 yang telah di reviu.

Pengadilan Militer 111-14 Denpasar merupakan Badan Peradilan tingkat pertama
tipe A yang berada di bawah Mahkamah Agung RI. Pengadilan Militer 111-14 Denpasar
mempunyai kewenangan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk
memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang dilakukan oleh Prajurit Tentara
Nasional Indonesia (TNI).

Wilayah hukum Pengadilan Militer 111-14 Denpasar meliputi 2(dua) Propinsi yaitu
Propinsi Bali dan Propinsi NTB. Dalam rhelaksanakan tugas pokok dan fungsinya,
Pengadilan Militer 111-14 Denpasar menetapkan“ visi dan misi Organisasi. Untuk
mendukung tercapainya visi dan-misi, Pengadllan ‘Militer 111-14 Denpasar menjalankan
manajemen kmeqaragar tércapal efisien, efektif dan penajaman—f%asﬂ hasil kerja

‘Sejalan penyelesaian tugas dan tangung jawab di tahun 2022, dlperoleh fincian
cap'aian Ikinerja masing-masing Indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat
diilustraslfkan dalam tabel sebagai berikut :

BIDANG FEPANITERAAN

l Sasaran Strategi |

’ Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

e’

- g Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 100 % 100% 100% -
Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya

) 98% 71,88% 73,35%
Hukum Banding
Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya
] 98% 75% 76,53%
Hukum Kasasi
Indek Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan
] 85% 96.85% 113,94%
peradilan
Rata-rata Capaian kinerja pada Sasaran Strategis | 90,96%

Sasaran Strateqgi Il

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)
Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para
] 100 % 100% 100%
pihak tepat waktu
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis |l 100%

iv




Sasaran Strategi Ill

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)
Persentase Salinan putusan yang diselesaikan di luar 99 % 90,91% 91,83%
gedung.
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis Ill 91,83%

BIDANG KESEKRETARIATAN

Sasaran Strategi |

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang akuntabel

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)
Persentase Peningkatan Pengelolaan pelaporan 100 % 99,06% 99,6%
keuangan yang transpara dan akuntabel.
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis | 99,6%

Sasaran Strategi Il

Terwujudnya kualitas sumber daya manusia (SDM)

Indikator Kinerja " ~ - Target Realisasi Capaian (%)

Persentase Peningkatan pengelotaan administrasi ey | .
kepegawaian dan pengémbangan SDM berdasarkan para 75 % 4,28% 19,04%
meter objektif tepat waktu -
Persentase SOP yang tersusun sesuai dengan Proses 85% 95% 111,76%
Bisnis yang sesuai dengan paraturan yang berlaki
Persentase terlaksananya keprotokoleran 95% 86,67% 91,23%

f_ Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis Il 74,01%

f

’ Sasaran Strategi Ill

__Tercapainya perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu

-

- Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)
Persentase penyusunan laporan secara tepat waktu 100 % 100% 100%
Persentase Peningkatan pengelolaan sarana dan 100% 32,85% 32,85%
prasarana penunjang pelayanan peradilan.

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis Ill 66.42%

Hasil analisis capaian kinerja terhadap seluruh Indikator Kinerja yang telah

ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahun 2022 menunjukkan bahwa seluruh target

kinerja di tahun 2022 telah terpenuhi.

Dalam Pengelolaan keuangan, Pengadilan Militer 111-14 Denpasar melaksanakan
7 (tujuh) kali revisi untuk DIPA 01 dan POK. Adapun realisasi belanja tahun 2022 telah

tercapai target penyerapan anggaran secara optimal yaitu DIPA 01 sebesar 99, 91%

dan DIPA 05 sebesar 98,22 %.




BAB |1 PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan
kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di
bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan
Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi (Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945). Pengadilan dalam lingkungan
Peradilan Militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang meliputi
Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan

Mliter Pertempuran. |

Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah
terhadap keberhasj[@ma%au’fééégalan tingkat kinéfjé\\yang _dicapai. Oleh karena itu
Iaporqrjjiinerj'é’iﬁ/s’tansi hasur disusun secara jujur, objetif, akurat déhmt'ra'nspar\an‘. Selain
itu I.apbran kinerja juga harus memenuhi beberapa ciri laporan antara lain reIevanI?pat
waktu, dapat di percaya/diandalkan, mudah dimengerti, dalam bentuk yang menarik,

2

lengkap, \netral padat dan mengikuti standar pelaporan yang ditetapkan.
[

Rr formasi pelayanan publik telah menjadi agenda awal dari reformasi birokrasi.
Pelaya%an Publik menjadi Core Business birokrasi pemerintahan. Pelayanan Publik
yang efisien, renponsif dan akuntabel akan mendorong meningkatnya kinerja birokrasi

dalam membangun Good Governance.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tersebut, serta berdasarkan
pada Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor : Kep/109/VII/1985 dan
Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka Pengadilan
Militer 111-14 Denpasar adalah merupakan Pengadilan tingkat pertama dengan Tipe A
yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus
suatu perkara pidana yang terjadi di lingkungan Militer, yang dalam hal ini dilakukan
oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan ketentuan :

1. Prajurit yang berpangkat prajurit dua sampai dengan berpangkat Kapten.
2. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan prajurit yang

berpangkat Kapten ke bawah.



3.  Anggota sesuatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan
atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-undang yang berpangkat
Kapten ke bawah.

4. Seseorang yang tidak masuk golongan pada nomor 1, 2, 3 tetapi atas keputusan
Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu

Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Militer.

Dimana pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan

memutus tersebut dilakukan untuk tindak pidana yang :

1. Tempat kejadiannya berada di daerah hukum Pengadilan Militer Il1-14 Denpasar.
2. Terdakwanya termasuk dalam satuan yang berada di wilayah hukum Pengadilan

Militer 111-14 Denpasar

Sebagai tolak ukur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
dibutuhkan tools yang dapat dijadikan alaﬂ dalam menilai seberapa jauh pelaksanaan

good govermenence telah dilaksanakan. ’S‘alah satu tools yang dapat digunakan ialah

Laporan Kinerja Instansi Pgmerimah/(/I:Kij). “I5é’mer4'n1ah> telah menerbitkan Instruksi
Presiden Ianp,,sesia’(/lﬁbrgs) Nomor 7 tahun 1999 tentang KkuT]liabthas_Kinerja Instansi
Pemeﬁﬁt’a/ﬁ dan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 te‘n‘té\rig*S'leem
Aku'ntabil}itas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres dan Perpres tersebut mewajibkan
setiap iﬁstansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Negara untuk
memperﬁnggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan

pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang
ditetapl;jan oleh masing-masing instansi.

Untuk menyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mempe&omani
Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta dalam rangka pelaksanaan
Reformasi Birokrasi terkait Area 6 (enam) Penguatan Akuntabilitas bertujuan
mewujudkan Manajemen Berbasis Kinerja dan Meningkatkan Akuntabilitas di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya sesuai Peraturan
Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Pengadilan Militer 11I-14 Denpasar adalah merupakan salah satu Instansi
Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dalam
penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu pada
Instruksi Presiden RI Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintahdan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010, serta Peraturan Presiden Nomor : 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan satu kesatuan laporan
yang menyeluruh yang dimulai dengan Perencanaan Strategis. Perencanaan Strategis
(Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai
selama kurun waktu 1(satu) tahun sampai dengan 5(lima) tahun secara sistem,atis dan
berkesinambungan dengan memperhitungan potensi, peluang dan kendala yang ada
atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi
pemerintah yang setidaknya memuat visi, n{isi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan dan

program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Penyusunan ,/I:KjIFf"/F;engadilan Militer III-14\'DerJasar__ sebagai bentuk

pertanggtrﬁéjféwaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta peréh'ahnya.\dalam

pehgelolaan sumber daya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari
keadilan selama TA 2022 dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang
telah ditetapkan di dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) TA 2023.

Secara 'kronologis penerapan Sistem Akuntabilatas Kinerja Pemerintah (SAKIP)

dilakukan dengan:

7

~ 1. Mempersiapkan dan menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berisi Visi,
Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan.

2. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Militer I1lI-14
Denpasar.
Menyusun dan Penetapan Kinerja Tahunan (PKT)
Merumuskan Indikator Kinerja dengan berpedoman kepada kebijakan dan
pelaksanaan program dan kegiatan
Memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
Melakukan pengukuran pencapaian dan evaluasi kinerja dengan mengkaji
kinerja aktual dengan rencana/target yang ditetapkan dan membandingkan
dengan kinerja tahun sebelumnya

7. Melakukan evaluasi secara keseluruhan.




Penerapan LK]jIP tahun 2022 merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya
dan dilaksanakan pada tahun ke lima pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan
Militer 111-14 Denpasar berdasarkan Renstra 2020-2024. Diharapkan penerapan LK]IP ini
dapat optimal, sehingga dapat dijadikan salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan
pembaharuan untuk mempercepat terwujudnya penyelenggaraan Lembaga Peradilan

yang baik, transparan, akuntabel dan bersih dari praktek-praktek penyimpangan.

B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka
kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Pengadilan Militer I1lI-14

Denpasar adalah sebagai berikut :

1. KEDUDUKAN

Peradilan Militer merupakan salah sa.‘}tupelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi
rakyat pencari keadilan mengenai perkara tértentu yang diatur dalam Udang-undang 31
tahun 1997 tentang Peradilan |\/|I|IIBJ’< Kekuasaan kehaklman di Lingkungan Peradilan
Militer dllaksanakan -oleh ~ Pengadllan Militer dan Pengadnén Mlllter Tinggi yang
berpuncak pada Mahkamah Agung RI sebagai Pengadilan Negara tertlnggl

Pengadilan Militer 11l-14 Denpasar Tmt. 9 Juli 2004 secara Organisasi,
Administ,"—asi dan Finansial berkedudukan/berada di bawah Mahkamah Agung RI,
sebagairﬁana dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tanggal 9 Juli 2004
tentang , Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan Dalam
Lingkungan  Peradilan Militer Dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Ke
Mahkaﬁ#ah Agung. B

@' PETA WILAYAN IUKUM PENGADILAN MILITER III-11 DENPASAR @

Tabel 1.1 : Peta Wilayah Hukum



Wilayah Hukum (yuridiksi) Pengadilan Militer 111-14 Denpasar meliputi 2 (dua)

Provinsi yaitu Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

2. WEWENANG

Pengadilan Militer IlI-14 Denpasar adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang
bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di
Wilayah Hukum Pengadilan Militer 1lI-14 Denpasar. Dalam melaksanakan tugas,
sebagaimana ketentuan organisasi dan tata laksana yang berlaku di seluruh badan
peradilan, struktur yang mengatur tata kerja disuatu lembaga peradilan dalam hal ini
Pengadiln Militer 11I-14 Denpasar yang tugas pokoknya menerima, memeriksa dan
mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain
yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengadilan Militer 111-14 Denpasar memiliki wewenang memeriksa dan memutus
perkara Tingkat Pertama untuk perkara yiang Terdakwanya berpangkat Kapten ke
bawah dijelaskan dalam pasal 40 Undaﬁg Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang
Peradilan Militer. Untuk meI’a/lgs/anakaﬁ’t’u’\c;a\s\ pokok tersebut, Pengadilan Militer 111-14

Denpasar mer]]punyaifﬂhdéi/sebagai berikut : pas -

a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaihﬁfeTaan
| pada tingkat pertama dan tingkat banding.
[b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara Banding, Kasasi,

[ Peninjauan Kembali, dan Grasi serta administrasi peradilan lainnya.

} c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di
FJ lingkungan Pengadilan Militer 1l1-14 Denpasar (umum, kepegawaian dan
keuangan). )
d. Penyuluhan dan pembinaan hukum bagi prajurit TNI di Wilayah
Pengadilan Militer 111-14 Denpasar.

Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada para pencari
keadilan di Pengadilan Militer 111-14 Denpasar, maka dalam melaksanakan tugasnya
masih berpedoman pada Standart Operasional Prosedur (SOP) sebagai implementasi
dari Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mutannya
antara lain sebagai berikut :

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja;
2. Kejelasan tugas, tanggungjawab, target dan pengukuran terhadap hasil

kerja dari setiap posisi;




3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi
untuk mengambil keputusan;

4, Kejelasan Resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan
tanggungjawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
Tersedianya sistem pengelolaan organisasi;
Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan
tanggungjawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-
sistem yang dibangun.

Kondisi-kondisi tersebut di atas secara bertahap akan membawa organisasi

menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukur (right sizing) yang menjadi salah

satu tujuan Reformasi Birokrasi.

FUNGSI

Pengadilan Militer 111-14 Denpasar me'TniIiki fungsi utama sebagai badan penegak
hukum di tingkat pertama yang memutus suatu perkara pidana yang dilakukan
olegh Prajurit Tentara NaS|onaI Indonesia (TNI) Agar fungsi utama tersebut dapat
berjalan dengan baik;- Pengadllan Militer 111-14 Denpasauyga mem|I|k| fungsi lain
sebagarpendukung diantaranya :

\ 1). Fungsi Administrasi
Yaitu menyelenggarakan adminitasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi
keu&gan dan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok peradilan.
Dalém melaksanakan fungsi administrasi, Pengadilan Militer 111-14 Denpasar telah
meI}aksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan dan regulasi

_ lafrjg telah ditetapkan baik dari Mahkamah Agung maupun dari instansi pemerintah
lain yang terkait, misalnya Kementrian Keuangan atau BKN.
2).  Fungsi Pembinaan
Yaitu untuk mendukung dalam hal peningkatan kinerja dan sumber daya manusia.
Dalam melaksanakan fungsinya dalam hal pembinaan, Pengadilan Militer I1I-14
Denpasar melalui Kepala Pengadilan Militer 111-14 Denpasar selaku pimpinan
melaksanakan pembinaan di internal Pengadilan Militer 111-14 Denpasar melalui
rapat koordinasi atau jam komandan secara rutin minimal sebulan sekali untuk
menyampaikan arahan, informasi atau melakukan evaluasi secara umum.
Adapun pembinaan di luar Pengadilan Militer 111-14 Denpasar dilakukan saat
majelis hakim melakukan sidang keliling dan melaksanakan penyuluhan hukum
terhadap satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Militer 111-14 Denpasar.




3). Fungsi Pengawasan

Yaitu merupakan pendukung terlaksananya sistem penyelenggara organisasi yang
transparan dan akuntbabel. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Kepala
Pengadilan Militer 1lI-14 Denpasar membentuk Hakim Pengawas Bidang yang
bertugas melakukan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini dilakukan secara rutin
sekali dalam tiga bulan, dan selanjutnya catatan hasil evaluasi ini dilaporkan

kepada Kepala Pengadilan Militer 111-14 Denpasar untuk ditindaklanjuti.

Dalam hal penyelenggaraan keseluruhan fungsi dalam pengadilan baik fungsional
maupun struktural sedapat mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
secara taat asas dengan memperhatikan segi-segi dinamis dari tugas pokok dan
fungsi tersebut. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya Pengadilan Militer I1I-14
Denpasar membarenginya dengan pengawasan yang memadai, utamanya
pengawasan melekat yang dilakukan" secara berjenjang sesuai dengan struktut
organisasi pengadilan maupun kaidah-kaidah pengaturan pengawasan lainnya.
Berdasarkan hal tersebut diatas _secdara umum pelaksanaan manajemen peradilan
di Pengadllan Militer- =14 Denpasar bertujuan untuk memuudkan
1) _—Tata kelola pengadilan yang baik, efektif dan efisien 3 -

1+ 2). Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berbasis teknologi Informa5|
3). | Peningkatan kualitas aparatur Pengadilan.

4). [Pengawasan yang berkesinambungan atas jalannya peradilan.
[

C. STRUKTUR ORGANISASI

7 -
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, struktur

organisasi Pengadilan Militer 111-14 Denpasar terdiri dari :

1. Seorang Kepala Pengadilan, dibantu oleh seorang Wakil Kepala.
Termasuk dibawha pimpinan kepala Pengadilan yaitu para Hakim Militer.
2. Kesekretariatan, dipimpin oleh Sekretaris
Kesekretariatan terdiri dari :
a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan pelaporan.
b. Subbagian Kepagawaian, Organisasi dan Tata laksana.

c. Subbagian Umum dan Keuangan.



Masing-masing subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan diabantu
oleh staf.
Termasuk dibawah pimpinan Sekretaris yaitu Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri
dari :
a. Fungsional Arsiparis
b. Fungsional Pustakawan
c. Fungsional Pranata Komputer
d. Fungsional Bendahara
3. Kepaniteraan, dipimpin oleh seorang Panitera
Kepaniteraan terdiri dari :
a. Panitera Muda Hukum
b. Panitera Muda Pidana.
Dimana Masing-masing Panitera Muda dibantu oleh staf
Termasuk dibawah pimpinan Panitera, "yairtu Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri

dari :

a. Panitera Pengganti B e

b. Prana/t/a,peﬁtadi’réﬁ/ o T
_//Adﬁril]ﬁ/penunjukan pegawai untuk menduduki jabatarﬁ“n'-]ébatan_\tertentu
‘-délam struktur organisasi seluruhnya merupakan kewenangan Mahkamah X@ng
RI, namun demikian dalam hal penunjukkan pegawai tersbut tetap berdasarkan
kepaga peraturan Kepegawaian yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan
Undalmg-undang yang mengatur personel Militer di lingkungan Peradilan.
Sec£ra Rinci,struktur organisasi Pengadilan Militer IlI-14 Denpasar digambarkan

seperti di bawah ini : -




Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pengadilan Militer 111-14 Denpasar sebagaimana
tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN MILITER IlI-14 DENPASAR

KEPALA

LETKOL CHK DEDY DARMAWAN, SH.MH.

WAKIL KEPALA
LETKOL SUS M.ARIF ZAKI IBRAHIM, SH. MH.

SEKRETARIAT
A 4 f | WAYAN PARNA, SH. MH.
PANITERA |
MAYOR CHK MAHPUL S, SH. P e T ——
- ‘\"_r_L\\ l
/,"//,/{ v A 4 v = S
KASUB RASIIE KASUB
BAG
BAG KEPEGA BAG
PANITER PANITER PERENCA WAIAN UMUM
A MUDA A MUDA NAAN, TI ORGANI’S DAN
PIDANA HUKUM & KEUANGA
PELAPOR - N
AN TATALAK
SANA
v
2 KELOMPOK JABATAN
KELOMPOK JAB. FUNGSIONAL
FUNGSIONAL
1. Fungsional Arsiparis
1. Pelda Kadek Subrata, SH 2. Fungsional Pustakawan
sebagai Panitera Pengganti 3. Fungsional Pranata Komputer
2. Pranata Peradilan 4. Fungsional Bendahara.

|
- POKKIMMIL




D.

ASPEK STRATEGIS

Aspek strategis merupakan aspek yang berpengaruh terhadap nilai-nilai

terbentunya visi, misi dan tujuan Pengadilan Militer 111-14 Denpasar.

Aspek strategis Pengadilan Militer [lI-14 Denpasar terdiri dari aspek
manajemen sumber daya manusia, aspek manajemen peradilam dan aspek

pengelolaan anggaran.

1. Aspek Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset organisasi yang sangat
penting, karena peran dan fungsinya tidak bisa digantikan oleh sumber daya
lainnya. Betapapun modern teknologi yang digunakan, atau seberapa
banyak dana yang disiapkan, namun tanpa sumber daya manusia yang baik
semuanya menjadi tidak bermakna.

Sebagai pemegang peranaan penting dalam melaksanakan tugas
Pengadilan Militer III-1/4/1/Denpasar,;\pembinaan dan pengelolaan SDM

mendapgj /perhatiéﬁ/besar dalam hal p\eh\ih\gkajamkgalitas, yang meliputi

_/,,/péﬂ]t/)éhan pola pikir dan peningkatan kinerja menjadi lebih baik.

Sumber Daya manusia Pengadilan Militer 111-14 Denpasar terdiri dari 3
t
,— (tiga) jenis status kepegawaian yaitu personil Militer (Prajurit TNI), PNS
r (Pegawai negeri Sipil) dan PPNPN (pegawai Pemerintah Non Pegawai

! Negeri.

] Tahun 2022 Sumber Daya Manusia berjumlah 34 orang dengan

rincian sebagai berikut :

a. Militer :13 Orang
PNS : 12 Orang
c. PPNPN : 9 Orang.

Melaksanakan BP 2 Orang dan Mutasi 1 orang serta pensiun 1 orang,
untuk BP 1 Orang PNS ke Dilmil 11-11 Yogyakarta dan 1 Orang Militer ke
Dilmiltama serta mutasi 1 orang PNS ke Dilmiltama dan 1 Orang PNS

melaksanakan Purna Bakti/Pensiun.
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Tebel 1.1 Data pegawai

No Nama Jabatan Keterangan
1 Tenis Pengadilan Kepala 1 Orang
Wakil Kepala 1 Orang
Pokkimmil 3 Orang
Panitera 1 Orang
Panmud Pidana 1 Orang
Panmud Hukum 0 Orang
Panitera Pengganti 1 Orang
Analis Perkara Pengadilan 1 Orang
Pengelola Perkara Pidana Panmud Pidana 2 Orang
Pengadministrasian Register Perkara 2 Orang
Pengadministrasian Perkara Panmud Pidana 1 Orang
Pengadministrasian Perkara Panmud Hukum 0 Orang
2 Non Teknis | Sekretaris 1 Orang
Pengadilan Kasubbag Kepegawaian dan Ortala 1 Orang
Kasubbag Perencanaan, Tl dan pelaporan 1 Orang
Kasubbag Umum dan Keuangan 1 Orang
Penyusunan Rencana kegiatan dan Anggaran 1 Orang
Analis Tata Laksana 2 Orang
Pengadminitasian Perpustakaan 1 Orang
Komandan Petugas keamanan 1 Orang
Penyusunan Laporan Keuangan 1 Orang
Analis Sumber daya Aparatur 1 Orang
3 Jabatan | Pengelolaan Sistem dan Jaringan - 0 Orang
Fungsional-— Arsiparis o 0 Orang
e Pustakawan ~-0.Orang
- Pranata Komputer 0 Orang.
Bendahara 1 Orang

|
|

|

’ Adapun Sumber daya manusia di Pengadilan Militer 111-14 Denpasar
bercﬂésarkan jenis kelamin, status kepegawian, pendidikan dan usia adalah sebagai
berikut :

7] .

g) Daftar Pegawai berdasarkan status kepegawaian

Ditinjau dari status kepegawaian, pegawai Pengadilan Militer I111-14
Denpasar terdiri dari personil Militer, PNS dan PPNPN merupakan tenaga
kontrak dengan jangka waktu kontrak selama 1 (satu) tahun anggaran. Bila
memiliki kinerja baik dan memenuhi syarat akan di kontrak lagi untuk 1(satu)

tahun anggaran berikutnya.

Tabel I. 2 Data Pegawai berdasarkan status Kepegawaian

No. Status Kepegawaian Jumlah Prosentase (%)
1. | Militer 12 35,30 %
2. | PNS/CPNS 10 29,41 %
3. | PPNPN 9 26,47 %
4, BP dan Mutasi 3 8,82 %
Jumlah 34 100 %
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b). Daftar pegawai berdasarkan jenis Kelamin

Sebaran Pegawai Pengadilan Militer 111-14 Denpasar berdasarkan jenis

kelamin adalah sebagai berikut :

. Jenis Kelamin

No. Status Kepagawaian Laki-laki Perempuan
1. Militer 13 0
2. PNS 3 7
3. PPNPN 8 1
4 BP 1 1

25 9

c). Daftar Pegawai berdasarkan Pangkat
Sebaran pegawai Pengadilan Militer [ll-14 Denpasar berdasar

kepangkatan adalah sebagai berikut :

Tabel I. 2 Data Pegawai Berdasarkan kepangkatan Militer
‘ S

‘ Matra
No Pangkat | AD AU AL
1 Letnan Kolonel T s 3 1 -
2. |Mayor _— 1 - 1
3. | Kapten TR - -
__— 4. | Letnan satu 1 2 -
' 5. | Letnan Dua - - —=
6. | Pembantu Letnan Satu (Peltu) - - -
| 7. | Pembantu Letnan Dua (Pelda) 1 - -
f 8. | Sersan Mayor (Serma) 2 - -
9. | Sersan Kepala (Serka) - - -
| 10. | Sersan Satu (Sertu) 1 - -
! 11 | Sersan Dua (Serda) - - -
] 12 | Kopral Kepala (Kopka) 2 - -
—7 | 13 | Kopral Satu (Koptu) - e
14 | Kopral Dua (Kopda) - - -
15 | Prajurit Kepala (Praka) - - -
16 | Prajurit Satu (Pratu) - - -
17 | Prajurit Dua (Prada) - - -
Tabel 1.3 Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan PNS
No Golongan Nama Pangkat Jumlah
1 |Gol.IVE Pembina Utama
Gol. IVD Pembina Utama Madya
Gol.IVC Pembina Utama Muda
Gol. IVB Pembina Tingkat |
Gol.lIV A Pembina
Gol. lll D Penata Tingkat | 4
Gol. lllC Penata 2
Gol. 1l B Penata Muda Tingkat | 1
Gol. IlIA Penata Muda 2
Gol. Il D Pengatur Tingkat | 3
Gol. 11 C Pengatur




Gol. Il B Pengatur Muda Tingkat |

Gol. Il A Pengatur Muda

Gol. 1D Juru Tingkat |

Gol.IC Juru

Gol. 1B Juru Muda Tingkat |

Gol. I A Juru Muda

Jumlah 12

d). Daftar Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Jenjang Pendidikan dari seluruh pegawai Pengadfilan Militer 111-14

Denpasar dengan rincian sebagai berikut :

Tabel I. 4 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Jenjan Status Kepegawaian
No. | pondidikan Militer PhS PPNPN | Jumiah
1 |S-2 4 3 7
2 [s1 6 6 3 ic
3 | D3 T 3 ; 5
4 | D1 . - -
5 |SLTA 3 e - 6 9
6 |sLTP | __1— - 1.
7| SDesill. : e ——
e Jumlah 34

, Tingkat Pendidikan pegawai dapat digunakan sebagai salah satu acuan
dﬁtuk mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sebagian
lf_)esar Pegawai Pengadilan Militer I11-14 Denpasar memiliki jenjang pendidikan di
#atas rata-rata, jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam program wajib

B f})elajar. B

Dari data sebaran pendidikan dapat diketahui bahwa pegawai Pengaditan

Militer 111-14 Denpasar memiliki potensi untuk mengembangkan kualitas dirinya

dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan

Militer 111-14 Denpasar.

e). Daftar Pegawai berdasarkan Usia.
Usia dan masa kerja merupakan faktor penting dalam mendongkrak
kinerja. Pegawai yang memiliki masa kerja panjang lebaih banyak memiliki

pengalaman. Pegawai tersebut umumnya berusia lebih matang.

2. Aspek Manajemen Peradilan.
Aspek manajemen peradilan meliputi perencanaan, pengorganisasin,
pelaksanaan dan pengawasan. Aspek manajemen peradilan diperlukamn

karena akan memberi pengaruh tarhadap 3 (tiga) hal yaitu :
13



- Tercapainya tujuan peradilan
- Menjaga kesesuaian dengan tujuan di unit lain
- Efektifitas

Manajemen Peradilan tahun 2022 diajlankan dengan berpedoman pada
rencana strategis (Renstra) Pengadilan Militer 111-14 Denpasar tahun 2020-2024.
Renstra ini selanjutnya dijabarkan dalam suatu program kerja yang merupakan
perencanaan kegiatan selama tahun 2022.

Adapun pelaksanaan kegiatan di Pengadilan Militer I1I-14 Denpasar
diuraikan dalam wujud prosedur pelaksanaan kerja yang solid berupa SOP
(Standar Operasional Prosedur). SOP menjadi pedoman dasar bagi
pelaksanaan tugas masing-masing bagia di Pengadilan Militer 111-14 Denpasar.

Untuk memastikan pelaksanaan kinerja terlaksana dengan baik, Hakim
Pengawas bidang melakukan monitoring dan evaluasi setiap sebulan sekali
dilaporkan kepada Waka Dilmil k?mudian Waka Dilmil sebagai koordinator
melaporkan kepada Kadilmil secara berkala yaitu tiga bulan sekali. Dalam
laporan ini disertakan pula rekomendasi dan sara serta tindak lanjutnya.

Sela[r]/,pengawﬁééﬁ rutin - dari Hakirﬁ\\\pengawarsv bidang, penilaian

_/,pelal(ééﬁéan kinerja juga diperoleh dari hasil survei kep'u‘as'awpe‘r}gguna

layanan peradilan di Pengadilan Militer 111-14 Denpasar.

3. As#pek Pengelolaan Anggaran

E.

r Pengelolaam Anggaran di Pengadilan Militer I1I-14 Denpasar yang meliputi
kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan anggaran
di uopayakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-
ﬁndang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. s

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tahun 2022, Pengadilan
Militer 111-14 Denpasar didukung oleh anggaran yang berasal dari Anggaran
Pendapatan Dan belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2022 yang dituangkan
dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pengadilan Militer 111-14 Denpasar memiliki 2 (dua) DIPA dari Eselon |
yang berbeda, yaitu DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

(BUA) dan DIPA dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI (Dirjen).

ISU STRATEGIS

Isu Strategis memberi pengaruh terhadap perencanaan kinerja, baik dalam
janbgka waktu pendek 1(satu) tahun maupun jangka menengah 5 (lima) tahun.
Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan

dalam proses penyusunan rencana kinerja.
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Pengadilan Militer 11I-14 Denpasar telah menetapkan satu isu strategis,
yaitu Proses penyelesaian perkara secara cepat, sedehana, biaya ringan,
transpara dan akuntabel. Isu strategis ini ditetapkan dengan beberapa
pertimbangan, yaitu :

- Wilayah hukum Pengadilan Militer 111-14 Denpasar yang sangat luas

- Setiap pencari keadilan berhak mendapatkan keadilan.

- Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan
dikarenakan adanya beberapa kasus jual beli perkara yang menyangkut
oknum penegak hukum.

Dengan menetapkan isu strategis, dapat dilakukan identifikasi terhadap
faktor pendukung dan faktor penghambat dalam menyelesaikan perkara tersebut.
Faktor pendukung terhadap isu stratigis ini yaitu :

- Dukungan teknologi informasi yang memadai.
- Dukungan Gedung serta saran"a dan prasarana yang baik
- Dukungan Anggaran yang mencukupi.
- Jumlah Sumber Daya Manusia - yang secara jumlah terbatas, namun
mem|I|k| kualitas” yang baik dan telah berkomltmlen untuk melaksnakan
—— tugas dan tanggung jawab. '

Adapun faktor penghambat terhadap isu strategis yaitu :

-l Wilayah hukum Pengadilan Militer 11l1-14 Denpasar yang sangat luas,

=

' sehingga ada beberapa Terdakwa, Saksi ataupun pengunjung yang

—

terkendala biaya untuk hadir dalam persidangan.

l Tidak semua pencari keadilan paham teknologi informasi, sehingga tidak

J semua mampu mengakses informasi perkara secara online.
Melalui identifikasi yang tepat terhadap Iisu strategis, diharapkan

akseptabilitas para pencari keadilan terhadap Putusan Pengadilan Militer 111-14

Denpasar dapat meningkat.

Terhadap isu strategis yang telah ditetapkan, beberapa hal yang telah
dilaksanakan yaitu :

1). Menyelenggarakan persidangan secara tepat waktu dan tepat jadwal.

2). Menyelenggarakan sidang secara Online.

3). Meninformasikan data perkara melalui Website resmi serta aplikasi
SIPP(Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang dapat di akses secara
online oleh masyarakat.

4). Menyediakan saluran pengaduan masyarakat baik secara langsung

dengan datang ke kantor Pengadilan Militer I11-14 Denpasar maupun

secara tidak langsung dengan melalui aplikasi Siwas, telapon atau email.
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5). Menyelenggarakan sidang keliling ke daerah-daerah untuk mempermudah

Terdakwa dan saksi menjalani proses persidangan.

F. SISTEMATIKA LAPORAN
Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian
kinerja Pengadilan Militer 1l1I-14 Denpasar selama tahun 2022. Capaian kinerja
(Performance Result) tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja
(Performance Agreement) sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan oraganisasi..
Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan
diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance Gap) bagi perbaikan
kinerja di masa datang.
Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyejian Laporan Akuntabilitas
Kinerja Pengadilan Militer 111-14 Denpasar adalah sebagai berikut :
BAB | Pendahuluan
Pada Bab ini disajikan penjelasan ur’r{um organisasi dengan penekanan kepada
aspek strategis organisasi serta permasalahan umum yang sedang dihadapi
oraganisasi, latar belakang kedudukan wewenangdan firﬂgg
BAB/ [l E’erencanaan Kinerja, pada bab ini menguralkan perencanaan pada
nngkasan atau ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan antara lain;—
A. Indikator Kinerja Utama (IKU)
[ B. Rencana Strategis 2020-2024
| C. Arah Kebijakan dan Strategis
} D. Rencana Kinerja Tahun 2022
BAB IljJ Akuntabilitas Kinerja , pada bab ini mencakup :
A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022 (Perbandingan antara Target dan
Realisasi Kinerja)
Pada sub ini disajikan sasaran strategis kinerja organisasi untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil
pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis
tersebut dilakukan analis capaian kinerja sebagai berikut :
- Membandingkan antara Target dengan Realisasi kinerja tahun ini.
- Membandingkan antara Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun
ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
- Membandingkan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan

strategis organisasi.
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- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Analisis atas efisiensi pengguna Sumber Daya.
- Analis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja.
B. Realiasasi Anggaran Tahun 2022, pada sub ini diuraikan realisasi
anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan
kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja..

BAB IV Penutup , pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja
organisasi serta langkah dimasa akan mendatang yana akan dilakukan
organisasi untuk meningkatkan kirnerjanya yang terdiri dari;

A. Kesimpulan

B. Saran-saran.

17




BAB Il PERENCANAAN DAN PERJANIJIAN KINERIJA

Manajemen kinerja Pengadilan Militer I1I-14 Denpasar ditujukan dalam rangka
efisiensi, efektifitas dan penajaman hasil-hasil kerja. Melalui manajemen Kkinerja,
pengelolaan anggaran ditujukan sebagai pendukung terlaksananya program kerja yang
direncakan, sehingga hasil dari pengelolaan anggaran adalah anggaran yang berbasis
kinerja. Sebagai pendukung perencanaan dan pengukuran kinerja Pengadilan Militer 1ll-
14 Denpasar, hal-hal yang berkaitan dengan hasil kerja seperti : Indikator Kinerja Utama
(IKU), Rencana Strategis (renstra), arah Kebiajakan dan Strategis serta Rencana
Kinerja Tahun 2023 menjadi tolak ukur, hal-hal tersbut penting untuk disesuaikan secara
berkala melalui Reviu.

Faktor Penting lainnya vyaitu peng?endalian kinerja yang dilakukan melalui
mnotoring dan evaluasi berdasarkan hasil pengawasan, baik pengawasan internal

maupun eksternal. T B

A.  Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilaﬁ\_yéng
menggambarkan kinerja utama isntansi pemerintah sesuai tugas, fungsi serta
cdie bussiness yang diemban.

| Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan
sésaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Militer 1lI-14 Denpasar

- j‘(}enetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusamn Sekretaris
Mahkamah Agung Rl Nomor 173/SEK/SK/1/2022 tanggal 31 Januari 2022 t;ntang
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Bandingdan
Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

Reviu IKU tahun 2023 dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2023 yang
dipimpin oleh Wakil Kepala Pengadilan Militer 111-14 Denpasar dan dihadiri oleh
seluruh Hakim dan pegawai.

Reviu IKU ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer IlI-
14 Denpasar Nomor W3.Mil03/03/SK/1/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang
Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I11-14 Denpasar.

Indikator Kinerja Utama yang telah di reviu ini selanjutnya menjadi dasar
mereviu Rentra, dimana Renstra merupakan dasar penyusunan Rencana Kinerja
dan Perjanjian Kinerja.
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Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer 111-14 Denpasar terdiri dari 3(tiga)

kinerja utama, yaitu :

1.

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN
DAN AKUNTABEL.

Terdapat 4 Indikator kinerja untuk mengukur pencapaian Indikator
Kinerja Utama, yaitu :
a. Persentase Perkara Yang Diselesaikan tepat Waktu;
b. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding;
c. Persentase Perkara Yang Tidak Mebngajukan Upaya Hukum Kasasi;
d

Indeks Persepsi Stakeholde Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.

PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENEYELESAIAN
PERKARA. |
Terdapatnya 1 Indikator Kir{erja untuk mengukur pencapaian Indikator

Kinerja Utama yaitu : Persentase Salinan Putusan yang Disampaika ke

Para Pihak Tepat Waktu.
/7_7»-7/ i —L T

3~ MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN

|
|

]

—_—

TERPINGGIRKAN

Terdapat 1 Indikator kinerja untuk mengukur pencapaian Indikator
Kinerja Utama, yaitu Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung
Pengadilan.
Indikator Kinerja Utama Tambahan Pengadilan Militer I1I-14 Terdiri dari 3

— iiJiga) kinerja Utama dibidang Kesekretariatabn yaitu : —

1=

TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN YANG AKUNTABEL
Persentase Peningkatan pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan
dan akuntabel.

TERWUJUDNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

a. Persentase Peningkatan pengelolaan administrasi kepagawaian dan
pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif.

b. Persentase SOP yang tersusun sesuai dengan Proses Bisnis uyang
sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Persentase terlaksananya keprotokolan.

TERCAPAINYA PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN
DILAKUKAN SECARA TEPAT WAKTU.

a. Persentase penyusunan laporan secara tepat waktu
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b. Persentase peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang
pelayanan peradilan.
B  Rencana Strategis 2020-2024

Rencana strategis Pengadilan Militer 111-14 Denpasar diarahkan untuk
merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan
lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.
Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik
lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan dan strategis yang akan
dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan

out come yang diharapkan.

Tahun 2022 merupakan lanjutan dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan
Militer 111-14 Denpasar Tahun 2020 sampai dengan 2024 yang merupakan gambaran
dari kinerja dan rencana kinerja lembaga Pengadilan Militer 1lI-14 Denpasar yang
lingkupnya selama waktu 5 (lima) tahun. Sehingga Renstra Pengadilan Militer 111-14
Denpasar tahun 2020-2024 merupalgqp/proses,,ygng berorientasi pada hasil yang ingin

dicapai dalam Visi dan/l\jlﬁisi,,yaﬁgzaitetapkan organis\ééi\.*\«u 1

1—Visi, Misi dan Motto
Pengadilan Militer 11I-14 Denpasar memiliki visi dan misi sebagai berikut :

["a. Pernyataan Visi
= Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan berisikan

-

} cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan satua Pengadilan Militer 111-14
% Denpasar. Adapun Visi Pengadilan Militer IlI-14 Denpasar mengacu

pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :
“Terwujudnya Pengadilan Militer 111-14 Denpasar yang Agung”

b. Pernyataan Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Militer 111-14 Denpasar

menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan

yaitu :

1) Menjaga kemandirian Pengadilan Militer 111-14 Denpasar.

2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari
keadilan.

3) Meningkatkan kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Militer 111-14
Denpasar.

4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer 111-14

Denpasar.
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2.

C.

Motto Pengadilan Militer 111-14 Denpasar adalah "DEWATA”

D Disiplin

E Energik

w Wibawa

A Adil

T Transparan
A Akuntabel

Tujuan dan Sasaran Strategis

a.

___—akuntabel.

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau impelmentasi dari pernyataatn
visi yang akan dicapai atau dihasilkan.

Tujuan yang hendak dicapai dalam periode tahun 2020-2024
adalah suatu program peningkatan kinerja yang ada atau sudah
berjalan di Pengadilan Militer 1ll-14 Denpasar dengan uraian secara
umum sebagai berikut : \

1) Terwujudnya lfgpercayéan masyarakat terhadap sistem

peradilgp/melamrbfrose;\p‘éradila\n\\yang pasti, transparan dan
2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesai‘éh‘b"erka_ta.
3) Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat

miskin dan terpinggirkan.

Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara trukur, yaitu
sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima
tahun ke depan menuju sasaran strategis yang hendak dicapai
Pengadilan Militer 111-14 Denpasar tahun 2020-2024

Sesuai tuntutan dan perkembangan zaman, problematika hukum
masyarakat pencari keadilan semakin hari semakin kompleks, semakin
tinggi kualitas maupun kuantitasnya, karena itu perlu adanya upaya
langkah strategi dalam kerangka Pengadilan yang unggul dengan
memperhitungkan setiap unsur yang dapat mempengaruhi pencapaian
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan arah Pembangunan bidang hukum yang trtuang
dalam RPJM tahun 2020-2024 tersebut serta dalam rangka
menwujudkan visi “Terwujudnya Pengadilan Militer 11I-14 Dnepasar

yang Agung”, maka Pengadilan Militer 11I-14 Denpasar telah
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menetapkabn 3(tiga) sasaran strategis di Bidang Kepaniteraan dan

3(tiga) sasaran strategis bidang kesekretariatan yang akan dicapai

dalam tahun 2022, adapun sasaran strategis tersebut sebagai berikut :

Bidang Kepaniteraan :

a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan

b)

akuntabel dengan Indikator Kinerja :

Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu.
Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum
Banding.

Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum
Kasasi.

Index persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan
peradilan

Peningkatan efektif"itas dan pengelolaan penyelesaian perkara
dengan Indikator Kinerja :--

Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak

- tepafwaktu T

e

T c) Meningkatnya akses peradilan bagi masyéfékéttmi_skin dan

terpinggirkan dengan Indikator Kinerja :
Persentase Perkara yang diselesalkan di luar Gedung
Pengadilan.

! Bidang Kesekretariatan :

N

b).

a).

Terwujudnya Pengelolaan keuangan yang akuntabel.
- Persentase peningkatan pengelolaan pelaporan
keuangan yang transparan dan akuntabel.
Terwujudnya kualitas Sumber daya manusia
- Persentase peningkatan penglolaan administrasi
kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan
parameter objektif
- Persentase SOP yang tersusun sesuai dengan proses
Bisnis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Persentase terlaksananya keprotokolan.
Tercapainya perrencanaan, pelaksanaan dan pelaporan
dilakukan secara tepat waktu

- Persentase penyusunan laporan secara tepat waktu.
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- Persentase peningkatan pengelolaan sarana dan

prasarana penunjang pelayanan peradilan.

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok
Program Utama :
Pengadilan Militer 11I-14 Denpasar sdebagai satuan kerja di bawah
Mahkamah Agung RI memiliki 2(dua) program Utama yaitu :
1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

2. Program Dukungan Manajemen.

C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

Dengan berpedoman pada arah kebijakan dan startegi Mahkamah Agung,
serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, maka Pengadilan Militer
[11-14 Denpasar menetapkan 3 (tiga) sasaran straregis yaitu :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yangr Pasti, Transparan, dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

3. Meningkatnya / Akses’Pé}édilan Bagi MasyéfékatMis_len‘dan terpinggirkan.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arah kebijal;éh“sebagai
berikut :

1. [ Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
f; Untuk mewujudkan sasaran strategis “ Terwujudnya Proses Peradilan
i Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel’ ditetapkan arah kebijakan sebagai
—~ berikut :
4 a). Adanya Regulasi yang jelas untuk mendukung pelaksanaan
penyelesaian perkara dan proses peradilan.
b) Penguatan pengawasan eksternal dan internal.
c). Pelaksanaan Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Untuk mewujudkan sasaran strategis “Peningkatan Efektifitas
Pengelolaan Penyelesaian Perkara” ditetapkan arah kebijakan sebagai
berikut :

a). Dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang
memadai.

b). Penerapan Regulasi yang tepat tentang penyelesaian perkara.
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3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
Untuk mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya Akses Peradilan
Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan” ditetapkan arah kebijakan
sebagai berikut :
a). Adanya mekanisme penanganan pengaduan.
b). Penambahan volume pelaksanaan sidang keliling
c). Peningkatan sarana dan prasarana dan teknologi informasi untuk

pelayanan publik.

D. RENCANA KINERJA TAHUN 2022.

Pengadilan Militer 11I-14 Denpasar pada tahun 2021 telah menyusun
Rencana Kerja Tahun 2022, namun dengan adanya Surat Sekretaris Mahkamah
Agung RI Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama
pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan
Mahkamah Agung RI, maka pada tandgal' 2 Januari 2023, Kadilmil 111-14 Denpasar
melaksanakan Reviu Indikator Kirjgﬂé\ ptaﬁa (IKU) menyesuaikan dengan SK
Sekretaris Mahkirﬂgh/Agung’ﬁI/,/ selanjﬁihya ‘melakglﬂl Reviu atas Rencana
Kineﬂq Tahun 2022

’ Rencana Kinerja adalah Dokumen perencanaan tahunan yang merupakan
perﬂébaran dari RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan dugunakan sebagai
pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pengadilan Militer 1lI-14
De’;pasar.

-
7 .

24




KEPANITERAAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

TAHUN ANGGARAN 2022

1 | Terwujudnya Proses | Persentase sisa perkara yang diselesaikan: Program Peningkatan Jumlah Putusan perkara Pidana

Peradilan yang pasti. - Pidana Militer 100% | Peningkatan Manajemen Militer, Pidana Umum dan | 50 PKR 22.715.000
- Pidana Umum 100% | Manajemen Peradilan Militer. | Pelanggaran secara tepat waktu.
- Pelanggaran 100% | Peradilan Militer.

Persentase perkara yang diselesaikan tepat

waktu

- Pidana Umum 100%
- Pidana Militer 100%
-Pelanggaran 100%
Persentase  Perkara  Inabsensia yang | 100%
diselesaikan dalam jangka waktu 5(lima) bulan
Persentase Penurunan sisa perkara. 25%
Persentase Perkara yang tidak mengajukan

Upaya hukum :

- Banding 98%
- Kasasi 98%
- PK 100%

2 Peningkatan Efektifitas | Persentase salinan putusan yang dikirim ke | 1009 | Program Peningkatan Jumlah putusan yang dikirim ke
Pengelolaan Penyele- | Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu Peningkatan Manajemen Otmil dan Terdakwa serta berkas
saian perkara Persentse berkas perkara yang dimohonkan | 10go, | Manajemen Peradilan Militer. | pkr Banding, Kasasi dan PK

Banding, Kasasi, PK secara lengkap dan tepat Peradilan Militer secara tepat waktu.
waktu.

3 Meningkatnya  Akses | Persentase Perkara yang diselesaikan di luar 99% Program Peningkatan Perkara yang diselesaikan di luar | 8 PKR 55.450.000,-
Peradilan bagi Masya | Gedung Pengadilan. Peningkatan Manajemen Gedung Pengadilan atau sidang
rakat miskin dan Manajemen Peradilan Militer | keliling yang tepat waktu
Terpinggir Peradilan Militer

Tabel 1.3 : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022
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KEPANITERAAN
'No. | Sasaran strategis |

1 | Terwujudnya  Proses
Peradilan yang pasti.

2 Peningkatan Efektifitas

Pengelolaan Penyele-
saian perkara
3 Meningkatnya  Akses

Peradilan bagi Masya
rakat miskin dan
Terpinggir

REVIU RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Persentase perkara Yang diselesaikan tepat

waktu

Persentase Perkara yang tidak mengajukan
upaya Hukum Banding

Persentase Perkara yang tidak mengajukan
Upaya Hukum Kasasi.

Index Persepsi Stakeholder
terhadap layanan peradilan

yang puas

Persentase salinan putusan yang disampaikan
ke para pihak tepat waktu

Persentase Perkara yang diselesaikan di luar
Gedung Pengadilan.

TAHUN ANGGARAN 2022

100%

99%

Program
Peningkatan
Manajemen

Peradilan Militer.

Program
Peningkatan
Manajemen
Peradilan Militer

Program
Peningkatan
Manajemen
Peradilan Militer

Peningkatan
Manajemen
Peradilan Militer.

Peningkatan
Manajemen
Peradilan Militer.

Peningkatan
Manajemen
Peradilan Militer

Jumlah Putusan perkara Pidana

Militer, Pidana Umum dan
Pelanggaran secara tepat
waktu.

Jumlah putusan yang dikirim ke
Otmil dan Terdakwa serta
berkas pkr Banding, Kasasi dan
PK secara tepat waktu.

Perkara yang diselesaikan di
luar Gedung Pengadilan atau
sidang keliling yang tepat waktu

8 PKR

22.715.000

55.450.000,-

Tabel I1.3 : Reviu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022
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KESEKRETARIATAN
No. | Sasaran strategis |

1 | Terwujudnya
Pengelolaan
keuangan
akuntabel.

yang

2 Meningkatnya
kualitas Sumber Daya
Manusia.

3 | Tercapainya
perencanaan,
pelaksanaan dan
pelaporan dilakukan
secara tepat waktu.

Persentase  Peningkatan
Pengelolaan pelaporan
keuangan yang transparan
dan akuntabel.

Persentase  peningkatan
pengelolaan  administrasi
kepegawaian dan
pengembangan SDM
berdasarkan parameter
objektif.

Persentase @ SOP yang

tersusun sesuai dengan
Proses Bisnis yang sesuai
dengan peraturan yang
berlaku.

Persentase terlaksananya
keprotokolan.

Persentase  penyusunan
Laporan  secara tepat
waktu.

Persentase  Peningkatan

pengelolaan sarana dan
prasarana penunjang pela
yanan peradilan.

Target | Program | Kegiatan | IndikatorKinerja ~ Target |

75%

85%

95%

100%

100%

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN ANGGARAN 2022

Program
Dukungan
Manajemen.

Meningkatnya
Kualitas Sumber
Daya Manusia.

Meningkatnya
Pelayanan yang
prima.

Meningkatnya
Kepatuhan serta
kedisiplinan.

Meningkatnya
tertib
Administrasi.
Program
Dukungan
Manajemen.

1. Persentase Peningkatan pengelolaan
perlaporan keuangan yang transparan
dan akuntabel.

- Persentase Peningkatan Pengelolaan
layanan sistem informasi kepegawaian
terintegrasi.

- Persentase Peningkatan Pengelolaan
administrasi kepegawaian dan

pengembangan SDM berdasarkan para
meter objektif.
Monitoring Evaluasi SOP.

Melaksanakan ~ Upacara dan  kegiatan
keprotokolan lainnya.
Menyusun Laporan.
Persentase Peningkatan kualitas rencana

program dan anggaran secara transpara,
efektif dan efisien.

Persentase Peningkatan pengelolaan sarana
dan prasarana penunjang pelayanan peradilan

Pelayanan bidang
Kesekretaritaan
yang akuntabel

Pelayanan bidang
kesekretariatan
yang akuntabel

Pelayanan bidang
kesekretariatan
yang akuntabel.

Pelayanan bidang
kesekretariatan
yang akuntabel

Pelayanan bidang
kesekretariatan
yang akuntabel.

Pelayanan bidang
kesekretariatan
yang akuntabel

1 Layanan

1 Layanan

1 Layanan

1 Layanan

1 Layanan

1 Layanan

4.140.081.000

367.045.000,-

Tabel 1.4 : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022
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C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Penetapan Kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad
dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun
tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Perjanjian Kinerja Pengadilan Militer 11I-14 Denpasar berpedoman dan terkait
langsung dengan Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN),
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 dan kebijakan Umum Pengadilan Militer 111-
14 Denpasar dalam rangka penggunaan Anggaran Tahun 2022.

Hasil Renstra 2020-2024 sepenuhnya disesuiakan dengan Indikator Kinerja Utama
Pengadilan Militer 11l-14 Denpasar, namun Perjanjian Kinerja Pengadilan Militer Il1-14
Denpasar tahun 2022 telah diselarasakan dengan sasaran-sasaran hasil reviu yang akan
dicapai Pengadilan Militer 111-14 Denpasar pada tahun 2022

Perjanjian Kinerja tahun 2022 telah d':isinkronisasikan dengan IKU tersebut serta
mengembangkan sasaram-sasaran yang menjadi'isu strategis Pengadilan Militer 111-14
Denpasar pada tahun 2022 serta target yang ada padg Rencana Kinerja tahun 2022 yang
telah disesuaikan, m/eglga,dapaf’dilﬁérinci sebagai berikut\:\"n L

\ Tabel 1.5 : Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Kepaniteraan tahun 2022 sebelum Revisi

No r Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang | a. Persentase Sisa perkara yang diselesaikan :
pasti, Transparan dan Akuntabel. 1). Pidana Militer 100 %
[ 2). Pidana Umum 100 %
/ b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat
[ waktu :
i;fj' 1). Pidana Militer 100 %
S 2). Pidana Umum 100 %
i 3). Pelanggaran 100 %-

c. Persentase Perkara Inabsensia yang diselsaikan
dalam waktu 5(lima) bulan :

Pidana Militer 100 %
d. Persentase penurunan sisa perkara 25 %
e. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan
Upaya Hukum :
1). Banding. 98 %
2). Kasasi 98 %
3). PK 100 %
2 Peningkatan Efektifitas Pengelolaan | a. Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke 100 %
Penyelesaian perkara Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu

b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan
Banding, Kasasi, PK secara lengkap dan tepat 100 %
waktu

3 Peningkatnya Akses Peradilan bagi | Persentase Perkara yang diselesaikan di luar 99 %
Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan Gedung Pengadilan
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Tabel : Perjanjian Kinerja Kepaniteraan Tahun 2022 setelah Revisi

dan prasarana penunjang pelayanan peradilan--

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1, Terwujudnya Proses Peradilan yang | a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat
. 100 %
pasti, Transparan dan Akuntabel waktu
b. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan 98 %
Upaya Hukum Banding 0
c. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan 98 %
Upaya Hukum Kasasi 0
d. Index persepsi Stakeholder yang puas terhadap 85
layanan peradilan 0
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan | Pesentase Salinan putusan yang disampaikan ke
: ; 100 %
Penyelesaian Perkara para pihak tepat waktu
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi | Persentase Perkara yang diselesaikan di luar 99 %
Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan Gedung Pengadilan. 0
Tabel Perjanjian Kinerja Kesekretariatan Tahun 2022
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Terwujudnya Pengelolaan Keuangan | 1. Persentase Peningkatan Pengelolaan pelaporan
100 %
yang akuntabel. keuangan yang tranparan dan akuntabel
2 Terwujudnya kualitas sumber daya | 1. Persentase Peningkatan pengelolaan
manusia. administrasi kepegawaian dan pengembangan 75 %
SDM berdasarkan parameter objektif
2. Persentase SOP yang tersusun sesuai dengan
Proses Bisnis. yang sesuai dengan peraturan 85 %
yang berlaku
3._Persentase terlaksananya keprotokolan 95 %
3 Tercapainya perencanaan; | 1. Persentase penyusunan laporan secara tepat
_— —_ 100 %
pelaksanaan e — waktu |
- 2.  Persentase Peningkatan Pengelolaan-sarana

100 %

|

Jumlah awal anggaran untuk kegiatan selama TA 2023 sebesar Rp 4.585.291.000,-

Terdiri daﬁ:

1. Anggaran kegiatan Program Peningkatan sarana dan prasarana

Aparatur Mahkamah Agung

2. TotarITfnggaran BUA dalam kegiatan Program Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya MA.

3. Prqjgram Peningkatan Manajemen

Usaha Negara berdasarkan DIPA Dirjen

Rp 367.045.000,-

Peradilan Militer dan Tata
Rp.
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Tabel 1.6 : Indikator Kinerja Utama (IKU)

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN MILITER 11I-14 DENPASAR

SASARAN INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG SUMBER
NOT  WINERIA UTAMA PENJELASAN JAWAB DATA
1 2 3 4 5 6
1. | Terwujudnya a. Persentase Perkara
Peradilan yang yang diselesaikan Jumlah Perkara yang diselesa}ikan tepat waktu  x 100 %
Pasti. tepat waktu Jumlah Perkara yang diselesaikan
Transparan dan Catatan
Akuntabel e  SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian
Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4
(empat) Lingkungan Peradilan. Laporan
e Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka Bulanan dan
waktu penyelesaian pada SIPP Panitera Laporan
e Jumlah Perkara yang diselesaian tapat waktu adalah perkara yang Tahunan
diputus dan minutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun
2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.
e Jumlah Perkara Yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan
diminutasi pada tahun berjalan.
e Perkara = Pidana/Kejahatan dan Pelanggaran Lalu Lintas.
b. Persentase Perkara
yang tidak Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding x 100 %
Mengajukan Upaya Jumlah Perkara yang diselesaikan
Hukum Bandin
° CEiEEn . Bu%:r?;)rzagan
e Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah Panitera L
jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding. T:El?rr;?]

Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan
diminutasi pada tahun berjalan




c. Persentase Perkara
yang tidak
Mengajukan Upaya

Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi x 100 %
Jumlah Perkara yang diselesaikan

Hukum Kasasi. Catatan : Laporan
o Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah Panitera Bulanan dan
jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum Kasasi. Laporan
e Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan Tahunan
diminutasi pada tahun berjalan.
e Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi adalah perkara yang
diputus bebas oleh Pengadilan Tingkat Pertama.
d. Index Persepsi
Stakeholder yang Index Kepuasan Stakeholder
puas terhadap
layanan peradilan. Catatan : : LejpoliEln
e PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Panitera dan Semester,
Survey Kepuasaan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Sekretaris Bulanan dan
e Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus Tahunan
> 80.
e Stakeholder adalah semua pemangku kepentingan yang menerima
layanan.
Peningkatan Persentase Salinan _ _ _
Efektivitas putusan yang Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu x 100 %
Pengelolaan disampaikan ke Catatan - Jumlah Putusan
Penyelesaian para pihak tepat e SEMA Nomor 1 tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan
Perkara waktu Putusan.
e Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan
putusan yang dikirim ke Papera, Odmil, PM (penyidik POM) dan Ankum, Laporan
sesuai dengan ketentuan. B
L : . : ulanan dan
e Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus Panitera L
dan diminutasi pada tahun berjalan. TZES:%?]

Papera : Perwira Penyerah Perkara

Odmil : Oditur Militer.

PM : Polisi Militer

Ankum : Atasan yang berhak menghukum.




Meningkatnya
Akses Peradilan

Persentase Perkara
yang diselesaikan

Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan x 100 %

Jumlah Perkara yang diajukan dirensidkan di luar Gedung Pengadilan

bagi Masyarakat diluar Gedung
Miskin dan Pengadilan. Catatan : Laporan
Terpinggirkan. e PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi _ Bulanan dan
Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Panitera Laporan
e Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan adalah perkara yang Tahunan
telah diputus diluar gedung Pengadilan dalam rangka percepatan
penyelesaian perkara.
e Perkara yang diajukan adalah perkara yang direncanakan untuk
disidangkan (dirensidkan).
_— — g e .
=
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BAB Ill AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan
kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target
kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun
secara periodik. Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah dokumen yang berisi gambaran

perwujudan akuntabilitas kinerja Kementerian/Lembaga/suatu organisasi.

Pelaporan Kinerja Pengadilan Militer 11I-14 Denpasar terhimpun dalam SAKIP
(Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Penyusunan SAKIP Pengadilan
Militer 111-14 Denpasar dikerjakan oleh Tim yang ditunjuk sesuai Keputusan Kepala
Pengadilan Militer 111-14 Denpasar Nomor : W3-Mil03/14/SK/1/2023 tanggal 2 Januari
2023 tentang Penyusun Sistem Akuntabilitas Kiherja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun

2022 Pengadilan Militer 111-14 Denpasar.—— -

e e |
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

C,';apaian Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,
kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi
dan syt/r,ategi instansi pemerintah/organisasi.

_ “Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian indikator Kinerja_ guna
rhemberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja, dengan maksud
untuk memberikan gambarabn keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan
program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, vivi dan misi
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rancangan strategis.

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan untuk mengukur capaian kinerja yang
teklah dilaksanakan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk
memberikan penghargaan atau sanksi, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat
manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Militer 111-14 Denpasar tahun
2022, dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi indikator kinerja yang

telah dicapai dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasinya.
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Secara umum terdapat beberapa keberhasilabn pencapaian target kinerja, namun

demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2022.

Pengadilan Militer 111-14 Denpasar dinilai memiliki kinerja baik jika nilai realisasi

sama dengan atau lebih besar dari target yang telah ditetapkan.

Realisasi
Capaian = < » x 100 %
Target

Tabel Pengukuran Kinerja Bagian Kesekretariatan tahun 2022

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
1. | Terwujudnya Pengelolaan | Persentase Peningkatan Pengelolaan
Keuangan yang akuntabel pelaporan keuangan yang transparan 100 % 99.06 % 99,6 %
dan akuntabel
2. | Terwujudnya kualitas sumber | 1. Persentase Peningkatan
Daya Manusia Pengolalan admln!stra5| kepegawaian 75 9% 14,28 % 19,04 %
dan pengembangan SDM

berdasarkan parameter objektif

2. Persentase §OVP yang tersusun
sesuai _demgan proses-Bisnis yang

— ~ 85 % 95 % 111,76 %
__|-sesuai dengan peraturan yang.| il
| berlaku L -
//,//" 3. Persentase Terlaksananya 95 % 86,67% | 91,23%
: Keprotokolan >
3. '| Tercapainya  perencanaan, | 1. Persentase penyusunan laporan 100 % 100 % 100 %

pelaksanaan dan pelaporan | secara tepat waktu

dilak,‘;kan secara tepat waktu | 2. Persentase Peningkatan
| pengololaan sarana dan prasarana 100 % 32,85 % 32,85 %
| penunjang pelayanan peradilan

Bprikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap
sasaran strategis yaitu :

1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Pengadilan Militer [1l-14 Denpasar Tahun 2022 yang akan
dianalisis didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer 111-14
Denpasar mengacu pada Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang pada
tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Pada akhir tahun 2022, Pengadilan Militer 111-14 Denpasar telah
melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Capaian kinerja tersebut dianalisis berdasarkan masing-masing sasaran

strategis, indikator kinerja dan target yang ditetapkan.
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SASARAN 1

TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI,

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Militer 111-14

Denpasar dalam memberikan Peradilan Yang pasti, Transparan dan Akuntabel.

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran Strategis sebesar 90,96 %, Sasaran ini

terdiri dari empat indikator, sebagaimana digambarkan pada tebel dibawah ini :

Tebel 111.2 : Indikator kinerja

SASARAN
No STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET | REALISASI | CAPAIAN
1 | Terwujudnya Persentase perkara yang | 100 % 100 % 100%
Proses diselesaikan tepat waktu.
Peradilan  yg | Persentase Perkara yang
Pasti, tidak mengajukan Upaya 98 % 71,88 % 73,35 %
Transparan Hukum Banding |
dan Akuntabel. | Persentase  Perkara . yg
tidak mengajukan Upaya 98 % 75 % 76,53%
Hukum Kasasi._ -
Index Persepsi Stakholder-|
___——{vyang puas terhadap 85, | 96,85 113,94
g layanan peradilan. e

Analiasis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini éébagai
berikut :
[

Inbikator Kinerja ke-1 : Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu.

|

, Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan
i Qntarajumlah perkara yang dfiselesaikan tepat waktu dengan beban perkara.
Indikator ini untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara sesuai dengan
ketentuan jangka waktu penanganan perkara berdasarkan Surat Edaran Ketua
Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tanggal 13 Maret 2014 tentang
penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat pertama dan Tingkat Banding pada 4
(empat) Lingkungan Peradilan, yang menyebutkan bahwa penyelesaian perkara

pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Tahun 2022 Pengadilan Militer 111-14 Denpasar memiliki perkara sisa dari
tahun 2021 sejumlah 3 perkara dan menerima perkara masuk sejumlah 74 (tujuh
puluh empat) perkara yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) Perkara kejahatan dan
42 (empat puluh dua) perkara pelanggaran. Jumlah beban perkara di tahun 2022
sebesar 77 (tujuh puluh tujuh) Perkara, yang artinya Beban Perkara telah

dilaksanakan secara maksimal dan tidak melewati batas waktu 5 (lima) bulan.
35



Diperoleh sisa perkara tahun 2022 berjumlah 3 (tiga) Perkara. Sisa

perkara ini seluruhnya merupakan perkara kejahatan yang terdiri dari 1 (dua)

perkara Desersi, 1(satu) perkara lalu lintas dan 1(satu) perkara Kejahatan

terhadap

kesusilaan sedang dalam proses pemeriksaan persidangan.

Terdapatnya sisa perkara dikarenakan terjadinya pelimpahan perkara di bulan
Desember 2022.

2. Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja

Pada tahun 2022 Target dalam penyelesaian perkara tepat waktu sebesar 100%,

sedangkan realisasi kinerja sebesar 100 % sehingga capaian kinerja yaitu sebesar 100 %.

Tabel : Penyelesaian Perkara

tepat waktu

100 %

100 %

Jenis Perkara Sisa Perkara | Perkara Masuk | Perkara Putus Sisa Perkara
TA 2021 TA 2022 TA 2022 TA 2022
Perkara Kejahatan 3 32 32 3
Perkara Pelanggaran 0 42 42 0
JUMLAH 3 74 74 3
Tabel : Perbandirjgan/anfér’ei Target dan Raelisasi Kinerja
Indikater Kinerja Target Realisasi Capaian (%)
Persentase perkara yang di selesaikan NE.

1500

=

;

Tabel lll. 3 Data Penyelesaian Perkara kejahatan dan Pelanggaran tahun 2022

'/ I

e’
-
)

— ‘ DATA PERKARA ‘ Jumlah ‘
PIDANA/ KEJAHATAN
Pidana Umum :
Sisa perkara 2021 3
Perkara masuk 2022 17
Perkara 2022 (Sisa 2021 + Masuk 2022) 20
Sisa perkara 2021 yang diselesaikan di 2022 3
Perkara masuk 2022 yang diselesaikan 15
Sisa perkara pidana umum akhir TA 2022 2
Il Pidana Militer :
Sisa perkara TA 2021 0
Perkara masuk TA 2022 15
Perkara TA 2022 (Sisa 2021 + Masuk 2022) 15
Sisa perkara TA 2021 yang diselesaikan pada TA 2022 -
Perkara TA 2022 (Perkara Masuk) yang diselesaikan 14
Sisa perkara pidana militer akhir TA 2022 1
PELANGGARAN
Sisa perkara TA 2021 0
Perkara masuk TA 2022 42
Perkara TA 2021 (Sisa 2020 + Masuk 2021) 42
Sisa perkara TA 2021 yang diselesaikan pada TA 2022 0
Perkara TA 2022 (Perkara Masuk) yang diselesaikan 42
Sisa perkara pelanggaran akhir TA. 2022 0
Sisa perkara akhir TA. 2022 3
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Tabel Ill.4 Klasifikasi Perkara Kejahatan dan Pelanggaran

No Klasifkasi Perkara Sisa Masuk | Putus | Dikembalikan S'S‘?
Awal Akhir
. KEJAHATAN
1. Atasan memukul bawahan
2. Desersi - 15 13 1 1
3. llegal Loging - - - - -
4. Insubordinasi - - - - -
5. Karena  kealpaannya me- | - - - - -
nyebabkan orang lain mati
6 Karena  kealpaannya me- | - - - - -
nyebabkan orang lain luka
7. Lalu lintas 1 3 3 - 1
8. Kekerasan  dalam  rumah | 2 2 4 - -
tangga
9. Korupsi - - - - -
10. | Mangkir - - - - -
11. | Menggugurkan kandungan - 2 2 - -
12 Narkotika Go. | - - 1 - -
13. | Kejahatan terhadap kesusilaan | - 2 1 - 1
14 Asusila - - - - -
15 Pemalsuan surat - -, - - -
16 | Pembunuhan - - HE - -
17 Pemerasan - T - - -
18 | Penadahan = - e - -
19 | Pencurian_—— * . . . (A = -
20 | Penipuan - 3 3 - . | -
~r21 | Penggelapan - 1 il - S
i 22 | Pengrusakan - - - - - —F
23 Perkawinan Ganda/ Poligami | - - - - -
24 | Perlindungan anak - - - - -
25 | Perkosaan - - - - -
26— | Perzinahan E - - . 2
27 | Psikotropika : : ! E E
28 | Pornografi - - L - -
29 | Penganiayaan - i 1 - -
30 Penganiayaan yang menga | - - - - -
b J kibatkan luka berat. _
31 Penganiayaan yang menga | - - - - -
kibatkan orang lain mati.
32 Melawan atasan - - - - -
33 | Jaminan Fidusial - 1 1 - -
34 | THTI - - - - -
35 Senjata Api - - - - -
36 Tidak mentaati perintah dinas | - 2 2 - -
1 PELANGGARAN
Lalu Lintas - 42 42 - -
Jumleih 3 74 73 1 3
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3. Perbandingan antara Raelisasi kinerja serta capaian kinerja 3 (tiga) tahun terakhir.

Penyelesaian perkara selama 3(tiga) tahun terakhir mengalami kenaikan, sehingga

capaian kinerja yaitu sebesar 100 %.

Tabel Perbandingan beban perkara dari tahun 2020-2022

Jumlah Jumlah
No Tahun Lalu Masuk_ Tahun Beban Perkara Sisa
Berjalan
Perkara Putus
1 2020 2 40 42 41 1
2 2021 1 32 33 30 3
2022 3 32 35 32

Tabel Persentase Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja 3 (tiga) tahun

terakhir
No. Tahun Realisasi Kihﬂerja Capaian Kinerja
1 2020 100 % 7 100 %
2. 2021  90,91%-- 90,91 %
3. 2022 ___{— 100% T, 100 %

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penilfﬁﬁan*
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

(_ Capaian kinerja telah melebih target karena untuk perkara Desersi (In
AbéEnsia) yang penyelesaiannya berdasarkan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun
19?7 tentang Peradilan Militer adalah 5 (lima) bulan sejak perkara tersebut

ngmjnpahkan ke Pengadilan. Dan Pengadilan Militer tidak bisa mempreg_iksi
perkara Desersi (In Absensia) akan masuk pada Pengadilan Militer pada bulan -
apa, sehingga Pengadilan Militer hanya menargetkan 100 %. Dari Target
tersebut Pengadilan Militer 11I-14 Denpasar dapat menyelesaikan perkara
100%, sehingga capaiannya melebih dari terget yang telah ditentukan yaitu

sebesar 100 %.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya.

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antar hasil (output) yang
ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai
hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian
output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. Dalam melaksanakan
Program Dukungan Manajemen, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber

daya di Pengadilan Militer 111-14 Denpasar.
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Tabel Kinerja Hakim

Sisa Tahun Selesai Belum Rasio
No. Nama Hakim Sebelumnya Ditangani Minutasi selesal_ Penyelesaian
minutasi perkara
1. | Dahlan Suherlan,
SH.MH., Letkol 0 4 4 0 100%
Sus
2. | Riza Fadilah, S.H o
Kolonel Laut (KH) 0 9 9 0 100%
3. | Letkol M. Arif Zaki
Ibrahim, S.H, 0 14 14 0 100%
Letkol Sus
4. | Agustono, SH., MH o
Letkol Chk 3 33 36 0 100%
5. | Silveria  Supanti,
SH., MH Letkol 3 8 11 0 100%
Chk (K)
6. | Ahmad  Junaedi,
SH., MH Mayor 3 33 36 0 100%
Laut (KH)
Tabel Kinerja Panitera
. | : . Belum Rasio
. Sisa Tahun . : Selesai : .
No.| Nama Hakim Sebelumnya Ditangani Minutasi selesal_ Penyelesaian
minutasi perkara
1. | Gunadi,  SH. Pk o
Lettu Chk ,,1/” e ‘\6‘»\ _ 0 100%
2. |Damai | 1
_Chrisdianto. 0 12 12 0 -~ 100%
— | SH. Letda Chk
.| 2. | Puguh Pambudi o
Susilo, Peltu ! 2 g 2 100%
3. | Kadek Subrata,
~SH. Pelda 1 22 23 0 100%

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Pengadilan Militer 111-14

Denpasar membandingkan antara Perkara yang ditangani dengan Minutasi.

_-Aééjrena seluruh target kinerja para Hakim dan Panitera pada tahun 2022

tercapai,

melebihi 100 %.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penggunaan sumber daya di

maka persentase Realisasi target kinerja seluruh indikatornya |

Pengadilan Militer 11I-14 Denpasar pada tahun 2022 adalah efisien karena

seluruh target kinerja pada tahun 2022 telah tercapai dengan realiasasi 100 %.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan pencapaian target kinerja pada 2022 menandakan telah

efektif pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada tahun 2022 dan anggaran yang

menunjang kegiatan-kegiatan tersebut telah efisien pula direalisasikan untuk

39




mencapai target kinerja dan menghasilkan output-nya masing-masing. Hal ini
disebabkan selain karena adanya komitmen dan tanggung jawab bersama
untuk mencapai target kinerja masing-masing, juga karena adanya kegiatan-
kegiatan yang dikhususkan untuk melakukan perencanaan, monitoring dan

evaluasi internal.

Indikator Kinerja ke-2 :  Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum
Banding.

Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin
puas atas putusan pengadilan.
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah
perbandingan antara jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum
banding dengan jumlah perkara yang telah diputus.
Indikator ini untuk mengukur tingkat persepsi kepuasan dan pemenuhan kebutuhan
para pencari keadilan terhadap putusan penfgadilan.
Perkara sisa tahun 2021 dan perkara masuk pada tahun 2022 sebanyak 77 (tujuh
puluh tujuh) perkara dan telah _diputus sebanyak 74-(tujuh puluh empat) perkara
yang terdiri dan _32-(tiga f puluh dua) perkara kejahatan dlputus‘dLan 42 (empat puluh
dua) perkara pelanggaran diputus, dan yang tidak mengajukan upaya “hukum_
Bahding pada perkara kejahatan sebanyak 23 (dua puluh tiga) perkara atau sekitar

71,88% cﬁari perkara yang diputus perkara kejahatan.

1. Perﬁ)andingan antara target dan Realisasi Kinerja.

,/ Pada tahun 2022 Pengadilan Militer IlI-14 Denpasar telah menargetkan

_Fpgi,frkara yang tidak mengajukan Upaya hukum banding sebesar 98 %
kemudian terealiasai 71,88 % =

Tabel Data Perkara Kejahatan yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding

Bulan Putus Mengajukan Upaya Hukum Tidak Mengajukan Upaya
Banding Hukum Banding

Januari 1 1
Februari 2 1 1
Maret 0 0
April 2 2

Mei 5 5
Juni 1 1
Juli 2 1 1
Agustus 2 2 0
September 4 2 2
Oktober 4 4
November 4 1 3
Desember 5 5
Jumlah 32 9 23
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Persentase Perbandingan antara target dan Realisasi

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)
Persentase perkara yang tidak 0 0
Mengajukan Upaya hukum Banding 98 % 71,88 73,35%

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja 3 (tiga) tahun
terakhir.
Perkara kejahatan yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding
selama 3(tiga) tahun terakhir mengalami penurunan.
Tabel perbandingan perkara Kejahatan Banding tahun 2020-2022
No. Tahun Jumlah Beban Perkara Yang Yang tidak
Perkara Putus mengajukan mengajukan
Banding Banding (=4-5)
1. 2020 42 41 2 39
2. 2021 33 30 4 26
3. 2022 35 32 . 9 23
Tabel Persentase Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
tiga tahun terakhir.—=— 2 W | N
e  No. Tahun Realisasi Kinerja Capaian Kinerja |-
' 1. 2020 95,12% 99,02% =
2 2021 86,66% 89,34 %
( 3. 2022 71,88% 73,35%
B
3. Anaﬂsis penyebab kerhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

e’
-

Upaya Hukum Banding merupakan hak yang dapat diajukan oleh
Terdakwa maupun Oditur Militer. Dalam Pasal 67 Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP), baik Terdakwa maupun Oditur Militer memiliki
hak yang sama untuk mengajukan upaya hukum Banding atas putusan
pengadilan tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Militer 11I-14 Denpasar.
Pengecualian terhadap Upaya hukum banding hanyalah terhadap putusan
bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang
tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Dengan uraian tersebut maka Pengadilan Militer 111-14 Denpasar tidak dapat
memastikan apakah Terdakwa maupun Oditur Militer puas terhadap putusan

pengadilan yang telah memutus seadil-adilnya.
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Indikator Kinerja ke-3 : Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya

Hukum Kasasi.

Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka
semakin puas atas putusan pengadilan.
Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun
anggaran 2022 dengan rician sebagai berikut :
Perkara sisa tahun 2021 dan perkara masuk pada tahun 2022 sebanyak 77
(tujuh puluh tujuh) perkara dan telah diputus sebanyak 74 (tujuh puluh empat)
perkara yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) perkara kejahatan diputus dan 42
(empat puluh dua) perkara pelanggaran diputus, dan yang tidak mengajukan
upaya hukum Kasasi pada perkara kejahatan sebanyak 24 (dua puluh empat)

perkara atau sekitar 75% dari perkara yang diputus perkara kejahatan.

1. Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja

Pada Tahun 2022 Pengadilan Militer I11-14 Denpasar telah menargetkan
perkara yang tidak mengaju/kja/rlupayé hukum kasasi sebesar 98 % kemudian

terealiasai sebesar 75% e T N

Tab’éI’ T/Data Perkara Kejahatan yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kééasi~;

Bulan PUtUS Mengajukan Upa_tya Tidak mengajukan L_Jpaya
| Hukum Kasasi Hukum Kasasi

Janyari 1 0 1
Februari 2 1 1
Maret 0 0 0
April 2 0 2
Mel 5 0 5
Juni 1 2 1

1 Juli 2 Pt 1 —
Agustus 2 0 2
September 4 0 4
Oktober 4 0 4
November 4 3 1
Desember 5 1 4
32 8 24

Data Pelanggaran Yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Mengajukan Upaya Tidak mengajukan Upaya

Bulan Putus Hukum Kasasi Hukum Kasasi

Januari
Februari
Maret
April

Mei

Juni

Juli
Agustus
September
Oktober
November

o|lwolf|h|o|ojojojo|ju
o|o|ojo|o|o|o|o|o|o|o
o|lwol|h|o|ojojojojun




Desember 5 0 5
42 0 42

Persentase Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)

Persen_tase perkara yang tl_dak 98 % 75 o 76,53 %
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja 3(tiga) tahun

terakhir.

Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi selama 3(tiga) tahun

terakhir mengalami penurunan dari tahun sebelumnya

No | Tahun Jumlah Perkara Yang Yang tidak
Beban putus mengajukan mengajukan Kasasi
Perkara Kasasi (=4-5)
1 2020 42 41 : 3 38
2 2021 33 30 . 2 28
3 2022 35 32 8 24

Tabel Persentase Pe/rband'rn’gé/n antarei“Realisajsi Kinerja serta capaian
e T oL
kinerja tiga-tahun terakhir. 5

= No Tahun Realiasai Kinerja Capaian Kinerja SN >

L 2020 92,69 % 95,55 %
| 2 2021 93,33 % 95,23 %
~ 3 2022 75 % 76,53 %

3. Anz{ilisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

kir/lllerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

_ﬁT%;eThadap putusan pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan

| lain selain dari pada Mahkamah Agung (dhi. Pengadilan Militer dan Pengadilan
Militer Tinggi), Terdakwa ataupun Oditur Militer dapat mengajukan permintaan
pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan
bebas murni/vrijpraak.
Selanjutnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 253 KUHAP pemeriksaan
dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para
pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 dan pasal 248 KUHAP guna
menentukan :
1). Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan

tidak sebagaimana mestinya,;

2). Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan

undang-undang;

43



3). Apakah benar pengadilan telag melampaui batas wewenangnya;

maka oleh karena itu dalam tingkat kasasi kepada pihak yang mengajukan
upaya hukum, undang-undang ini mewajibjkan adanya memori kasasi dalam
permohonannya, dan dengan alasan yang diuraikan dalam memori tersebut
Mahkamah Agung menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan

dan dengan sendirinya tanpa memori kasasi permohonan tersebut menjadi

gugur.

Indikator Kinerja ke-3 : Index persepsi stekholder yang puas terhadap layanan
peradilan.

Survei kepuasan masyarakat bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat

sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan

pelayanan publik di Pengadilan Militer 1lI-14 Denpasar. Adapun sasaran-

sasaran Survei Kepuasam Masyarakat adalah sebagai berikut :

a. Mendorong partisipasi masyarakat'sebagai pengguna layanan dalam
menilai kinerja penyelenggqga,_pe[a}yarian di Pengadilan Militer 111-14

Denpasar. _—
P T o

b. /I/\/I/endor’dﬁé penyelenggara pelayanan untuk menin’gkatkan_[(ualitas

pelayanan di Pengadilan Militer 11l-14 Denpasar e
c. , Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam
{—menyelenggarakan pelayanan publik di Pengadilan Militer I11-14
f Denpasar.
d. | Meningkatkan integritas penyelenggara pelayanan di Pengadilan Militer
] I1I-14 Denpasar.

- Variabel pengukuran didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformnasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
yang terdiri dari 9 ruang lingkup yaitu :

1. Persyaratan Pelayanan
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu
jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2.  Sistem, Mekanisme dan Prosedur
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan
penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3.  Waktu Penyelesaian pelayanan
Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
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4. Biaya/Tarif
Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan
dalam mengurus dan/atau memeperoleh pelayanan dari penyelenggara
yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara
penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan
dan diterima sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
6. Kompetensi Pelaksana
Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh
pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman.
7. Perilaku Pelaksana
Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan
terhadap masyarakat. |
8. Maklumat Pelayanan
Maklumat Pelayanan acligliatpsuatwpernyqtaan yang berisikan janji atau
tekad ya/n/gbenarﬂéllérh memberikan pelayr;lhéh“u 1
_QL,,/P’e’ﬁéﬁ(g(anan Pengaduan dan fasilitas \
Penanganan Pengaduan dan fasilitas adalah tata cara pelaksanéﬁ

| penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

1. Perfbandingan antara target dan Realiasasi
Kuésioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 50 bendel
_Fafrigket. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Militer 111-14
~ Denpasar dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Survei
Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Pengadilan Militer IlI-14 Denpasar Tahun
2022 sebesar 96,85 % berada pada katagori “SANGAT BAIK” (pada interval
81,26-100,0). Survei Perspsi Korupsi pada Pengadilan Militer 111-14 Denpasar
sebesar 96,11% berada pada katagori “SANGAT BAIK” (pada interval 81,26-
100).
Hasil SKM tersebut diatas, terdiri dari 9 ruang lingkup dan Survei Persepsi
Korupsi terdiri dari 15 ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah

mendeskripsikan hasil analisis terhadap seluruh ruang lingku tersebut.
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Rata-rata Skor dan Peringkat pada setiap suang lingkup Pengukuran Indek

Kepuasan Pengguna Layanan

No Ruang Lingkup Rata-rata Katagori Peringkat
Skor
1. | Persyaratan Pelayanan 3,82 Sangat baik 4
2. | Sistem, Mekanisme Prosedur 3,80 Sangat baik 6
3. | Waktu Penyelesaian 3.83 Sangat baik 3
4. | Biaya/Tarif 3,81 Sangat baik 5
5. | Produk  Spesifikasi  Jenis 3,79 Sangat baik 7
Pelayanan
6. | Kompetensi Pelaksana 3,92 Sangat baik 1
7. | Perilaku Pelaksana 3,91 Sangat baik 2
8. | Maklumat pelayanan 3,75 Sangat baik 8
9. | Penanganan Pengaduan dan 3.65 Sangat baik 9
fasilitas

Prosentase Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)

Indek persepsi Stakehorlde_r yang 85% 96.85% 113,94%
puas terhadap layanan Peradilan el

Perbandingan antara reallsa5| kinerja serta- capalan kinerja tiga tahun terakhir.

Perbandlngan antara feallsa5| kinerja serta capalan kinerja. tiga tahun terakhir

dalam mdek persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradllan;r.‘
Tebel Perbandingan tahun 2020-2022

| Realisasi Capaian :

{— NP gjahun Kinerja SKM Kiner?a SKM KafgHor

r 1 2020 97,21% 108,01% Sangat Baik

r 2 2021 96,25% 105,77% Sangat baik
3 2022 96.85% 113,95% Sangat Baik

|

3._—ﬁAwalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Pembangunan ZI WBK/WBBM berangkat dari Politicall will pemerintah
Indomesia dalam melakukan reformasi birokrasi terhadap tatanan sistem
penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien. Selasar dengan
upaya tersebut, pemerintah pun telagh menerbitkan Peraturan Presiden Nomor
81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, yang
mengatur mengenai program reformasi birokrasi. Melalui peraturan tersebut,
pemerintah menargetkan tiga sasaran hasil utama yaitu :

a. peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi;

b. pemerintah yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme

(KKN); serta

Cc.  peningkatan pelayanan publik.
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Demi mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi
pemerintah perlu membangun pilot project reformasi birokrasi agar dapat
menjadi teladan implementasi bagi unit-unit kerja lainnya, sehingga
membutuhkan pelaksanaan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui
upaya pembangunan Zona Integritas.
Kemudian pada tahun 2022 sebagai landasan pembangunan dan Evaluasi
Zona Integritas menggunakan peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 90
tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju
Wilayab Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM) di Instansi Pemerintah. Dalam Peraturan terbaru tersebut ada tiga hal
yang melatarbelakangi perbaikan kebijakan Zona Integritas antara lain :
1). Sebagai upaya perbaikan kualitas hasil pembangunan dan evaluasi Zona
Integritas. | 7
2). Pengutaan peran aktor yang terlibat 7

3) upaya agar hasil dari p/e/mbang&nan\z‘lx q\apat berdapak langsung pada

Publik. . |

Selain itu Kepala Pengadilan Militer 111-14 Denpasar setiap tahun menerbitkan_
Surat Edaran tentang Himbauan Tidak melakukan gratifikasi di Lingkungan
Pengadilan Militer 111-14 Denpasar.

I
SASARAN Il : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
|

|

Sasarar) ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Militer III-14
Denpasar dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Rata-
rata capaian kinerja pada sasaran strategis Il sebesar 100%. Sasaran ini terdiri dari

satu Indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Terget | Realisasi Ca([g/il)lan
Peningkatan Efektiftas Persentase Salinan
pengelolaan  Penyelesaian Putusan yang disampaikan | 100% 100% 100%
Perkara ke para pihak tepat waktu

Indikator Kinerja : Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para
pihak tepat waktu.

Salinan Putusan yang dikirim tepat waktu sesuai dengan SK KMA Nomor

214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Jangka Waktu

Penanganan Perkara di Mahkamah Agung RI.
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1. Perbandingan antaratarget dan Realisasi Kinerja

Pada Tahun 2022 Pengadilan Militer 11I-14 Denpasar telah menargetkan

Saksilan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu sebesar 100%

kemudian terealisasi sebesar 100%.

Bulan Beban perkara

Perkara putus

Salinan yang di
sampaikan ke para pihak

Sisa

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

ik lo|nvo vk wo|ls oo

Jumlah

M NN R AN =N

N NN R AN =N

WO 0|00 |0|0|0|0|0|0|O0|0O

Tabel Persentase P/erbéﬁa/i'ngan antéfé’terget\dgniealisasi Kinerja

,,,«H’rd’lkatdr Kiherja Target Realisasi - Capaian (%)
_Persentase Salinan putusan yang
disampaikan ke paera pihak tepat 100% 100% 100% —
waktu

2. Per(b_andingan antara Realiasai Kinerja serta capaian kinerja tiga tahun

terékhir.

Pe!“sentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

s}e]Jama 3(tiga) tahun terakhir tetap pada persentase yang sama yaitu : 100%.

Tabel Perbandingan Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat |

waktu tahun 2020-2022

No Tahun Jumlah | Perkara | Salinan putusan yang | Salinan Putusan yang
Beban putus disampaikan ke para disampaikan ke para
perkara pihak tepat waktu pihak Tidak tepat waktu

1 2020 42 41 41 0

2 2021 33 30 30 0

3 2023 35 32 32 0

Tebel Persentase Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja

3 (tiga) tahun terakhir

No. Tahun Realiasasi Kinerja Capaian Kinerja
1 2020 100% 100%
2 2021 100% 100%
3 2022 100% 100%
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3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Persentase salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat
waktu tercapai 100%. Capaian Kinerja Pengadilan Militer 111-14 Denpasar yang
telah mengirimkan salinan putusan ke Oditur Militer dan Terdakwa adalah
sebesar Rp.100% hal ini dikarenakan Kinerja Pengadilan Militer 111-14

Denpasar sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

SASARAN 1l : Meningkatnya Akses Peradilan bagia Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan

Sasaran ini terdiri dari satu indikator yaitu Persentase Perkara yang diselesaikan di
luar Gedung Pengadilan.

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung perngadilan/zittingplaats
adalah perbandingan antara jumlah perkéra*yang diselesaikan di luar gedung

pengadilan dengan jumlah perkara yang lserharushya diselesaikan di luar gedung

Pengadilan. a7

—

Indikator ini_untuk ‘mengukur kinerja Pengadilan Militer 1l1-14 Denpasar dalam
membéFiI(an kemudahan akses layanan bagi masyarakat (para saksi)"'yaﬂg

mehgalami hambatan biaya, fisik maupun geografis dalam menjangkau lokasi kantor

Pengadilan.
Tabel Pq?sentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
No Slrasaran Strategis Indikator Kinerja Target | Realisasi | Capaian (%)
1 | Persentase Perkara | Persentase Perkara yang
yang diselesaikan di | diselesaikan  di  luar - 3 0
Tlu Gedung | Gedung Pengadilan 994 | 1% 92,83 %
Pengadilan -

Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung Pengadilan khususnya
untuk jenis perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana,
kemudian berdasarkan pada karakteristik jumlah perkara, dan keterjangkauan
wilayah. Lokasi penyelenggara sidang di luar gedung pengadilan dapat di tetapkan
melalui koordinasi antara pengadilan dengan pemerintah daerah atau instansi lain.
Salah satu Misi dari Pengadilan Militer [lI-14 Denpasar adalah “memberikan
pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan” untuk itu Pengadilan
Militer 111-14 Denpasar memberikan pelayanan hukum dengan melaksanakan sidang
keliling percepatan penyelesaian perkara, di tahun 2022 Pengadilan Militer
melaksanakan 2(dua) kali sidang keliling. Realisasi sidang keliling/ sidang diluar
Gedung Pengadilan sebesar Rp. 53.950.000,- (lima puluh tiga juta Sembilan ratus
lima puluh ribu rupiah).
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1.

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Pada tahun 2022 Pengadilan Militer [lI-14 Denpasar telah mentargetkan

perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan sebesar 99 % kemudian

terealisasi sebesar 90,91 %.

Tabel Data Perkara yang diselesaikan li luar Gedung Pengadilan

Bulan

Perkara yang
dirensidkan

Perkara Putus

Sisa

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

o000 |O|O|O|O |01

o000 |0|0O|01O|O|O|O |01

Jumlah

=
[N

=
o

ROO|0O|I0|I0|I0(R,|O|O|O|0 |0

Persentase Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja

Indikator Kinerja __—1 Target 'Realisasi Capaian (%)
Persentase =~ perkara yang o S
diselesaikan~ di luar Gedung 99 % 90,91% 91.83%-

| Pengadilan :

Perbandingan antara Realisasi kinerja serta capaian kinerja 3(tiga) tahun

tera{Ehir.

Perisentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan selama 3(tiga)

tadun mengalami kenaikan

Tabel Perbandingan Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan Tahun

- 2020-2022
Target pada Perkara yang di Perkara Diselesaikan '
No Tahun DIPA 05 rensidkan putus di kantor Sisa
1 2020 8 Pkr 7 Pkr 4 Pkr 1 0
2 2021 8 Pkr 12 Pkr 7 Pkr 1 0
3 2022 10 Pkr 11 Pkr 10 Pkr 2 0

Tabel Persentase Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
tiga tahun terakhir

No Tahun Realisasi Kinerja Capaian Kinerja
1 2020 57,14% 58,31%
2 2021 58,33% 59,52%
3 2022 90,91% 91,83%

3. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
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Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan tersebut putus sejumlah
10 (sepuluh) perkara karena keterbatasan waktu, persingan dilanjutkan di
Kantor Pengadilan Militer 11l-14 Denpasar, sehingga seluruh perkara yang telah
ditargetkan/dirensidkan di siding daerah sudah putus 100%.

Kemudian untuk Capaian kinerja Pengadilan Militer 111-14 Denpasar dalam
melaksanakan sidang daerah adalah 91,83% hal ini dikarenakan para Saksi
yang dipanggil yang seharusnya bisa diselesaikan di Daerah ternyata para
saksi tidak hadir, sehingga harus diselesaikan atau dipanggil kembali untuk
pemeriksaan lanjutan di Pengadilan Militer 1ll-14 Denpasar. Selain dari itu
Oditur Militer juga membutuhkan waktu untuk mengajukan rencana tuntutan
kepada Oditurat Jenderal. Sehingga pembacaan tuntutan tidak dapat

dilaksanakan pada saat siding keliling.

Dari uraian capaian diatas, dapat dinyatakan bahwa capaian kinerja
Pengadilan Militer 11l-14 Denpasar dikatagorikan sangat baik. Hal ini
ditunjukkan dengan terpenuhinya seluruh tafget kinerja sesuai indikator kinerja
pada Indikator Kinerja Utgt/rpg(JK{'J)”/ il

T “\_!_erv
BAGIAN KESEKRETARIATAN

SASARAN | : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang akuntabel

Indikator/Kinerja Persentase Peningkatan pengelolaan pelaporan keuangan
r yang transparan dan akuntabel.

|

Pengadi]an Militer 111-14 Denpasar adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah
Mahha;irﬁah Agung RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapat dan Belanja Nega_ra.‘
Salah satu pelaksanaannya adalah dengan Menyusun Laporan keuangan berupa
Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan
Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan di Pengadilan Militer 111-14 Denpasar mengacu pada
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam
Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.05/2016 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penyampaian LKKL serta Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntasi Pemerintah berbasis
Akrual pada Pemerintah. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan
basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang

transparan, akurat dan akuntabel.
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Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Militer Ill1-14 Denpasar dalam

Penyusunan Laporan Keuangan yang transparan dan Akuntabel.

Tabel Persentase Peningkatan pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan

dan akuntabel.

No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)
1. Persentase Peningkatan
Pengelolaan pelaporan keuangan
yang transparan dan akuntabel

- Dipa01 100% 99,91% 99.91%
- Dipa 05 100% 98,22% 98,22%
Jumlah Capaian 100% 99,06% 99,06%

1. DIAPA 01 (Badan Urusan Administrasi MA RI)
Realiasai Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp.
3.804.300.013 (tiga milyard Delapan ratus empat juta tiga ratus ribu tiga belas
rupiah) atau mencapai 99,91% dari alokasi anggaran sebesar Rp.
3.807.643.000,- (tiga milyard delapan ratus tujuh juta enam ratus empat puluh
tiga ribu rupiah) “

Capaian kinerja Pengadﬂarrmmter -14 Denpasar daIaEL mengelola laporan
keuanganyang transparan dan akuntabel adalah sebesar 99.91 % hal ini
dikarenakan Kinerja Pengadilan Militer 111-14 Denpasar sesuai dengan ‘SOP-

yang telah ditetapkan.

=
2. DIF?A 05 (Ditjen Badilmiltun MA RI)

r

Reblisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp.
7373'055.603,- (tujuh puluh tujuh juta lima puluh lima ribu enam ratus tiga rupiah)
atau mencapai 98,22% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 78.450.000,- (tujuh -

puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Capaian Kinerja Pengadilan Militer 111-14 Denpasar dalam mengelola laporan
keuangan yang transparan dan akuntabel adalah sebesar 98,22 % hal ini
dikarenakan Kinerja Pengadilan Militer 1ll-14 Denpasar sesuai dengan SOP

yang telah ditetapkan.

SASARAN Il : Terwujudnya kualitas sumber daya manusia.

Indikator Kinerja ke-1 : Persentase Peningkatan pengelolaan administrasi
kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan

parameter objektif
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Sumber Daya Manusia dibagi menjadi 2(dua) bagian yaitu Sumber Daya Manusia
Teknis Yudisial dan Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial. Pada Tahun
Anggaran 2022 jumlah personal Organik Pengadilan 25 (dua puluh lima) orang,
Militer 13 (tiga belas) orang, PNS 12 (dua belas) orang, tenaga PPNPN/Honorer.

Dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan dibidang teknis yudisial

Pengadilan Militer 111-14 Denpasar telah melaksanakan pembi naan baik yang

dilaksanakan di lingkungan internal Pengadilan Militer 111-14 Denpasar maupun yang

dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi Ill Surabaya, Pengadilan Militer Utama,

Ditjen Badilmiltun dan Balitbang Diklat Kumdil MARI maupun Komisi Yudisial serta

Mahkamah Agung RI dengan mengikutkan Pegawai yang mendapat panggilan

untuk mengikuti pelatihan.

Di lingkungan internal Pengadilan Militer 111-14 Denpasar, pembinaan dilaksanakan

melalui pengarahan oleh Kepala atau Pejabat lainnya dalam Jam Komanda/Rapat

Umum/Bulanan. Selain itu Pengadilan Mil'ziterr I11-14 Denpasar juga mengirimkan

personal untuk mengikuti pelatihan sebagai berirku't:

1). Berdasarkan Surat dari Bahtbanngklatkumdll Nomor : 180/BId.3/Dik/S/2/2022
tanggal 3 Februau 2027 An. Mayor Chk Mahpul S "SH, telah menglkutl Pelatihan
Tgkms“Yud|S|al Panitera/PP di Peradilan Militer dilaksanakan pada tanggal I 7-11

x Februarl 2022, Il : 14-19 Februari 2022 secara Daring. —g

2). Berdasarkan Surat Perintan Kadilmilti [l Sby Nomor : W3.mil/38/Sprin/111/2022
tangrgal 11 Maret 2022 tentang Pelatihan singkat Panitera Pengganti yang telah
diiléuti oleh Panitera dan Panitera Pengganti dari tanggal 29-30 Maret 2022 secara
daﬁng.

3). _FB{’éj'rdasarkan Surat Dirjen Badilmiltun Nomor : 666/DjMT/KEP/PP.00.2/V/2022

~ tanggal 11 Mei 2022 an. Lettu Chk Gunadi, SH dan Peltu Puguh Pambudi Susilo
dalam kegiatan Bimtek Teknis Kompetensi dan Profesionalisme Panitera dan PP
dilaksanakan dari tanggal 23 s/d 25 Mei 2022 secara Zoom Meeting.

4). Berdasarkan Surat Dirjen Badilmiltun Nomor : 641/DjMT.2/B/PP.00.4/IV/2022
tanggal 27 April 2022 atas nama Letkol Chk (K) Silveria Supanti, SH. MH dan
Mayor Laut (KH) Ahmad Junaedi, SH. MH. dalam kegiatan mengikuti Bimtek
Administrasi SIPP di lingkungan Peradilan Militer yang dilaksanakan pada tanggal
23 s.d 25 Mei 2022 secara Daring.

5). Berdasarkan Surat Kadilmiltama Nomor : Miltama/Sprin/190 /V/2022 tanggal 25
Mei 2022 atas nama : Mayor Chk Mahpul Saepuloh, SH. Telah mengikuti Bimtek
Kepaniteraan Meningkatkan Profesionalitas Kepaniteraan dalam mewujudkan
Peradilan Militer yang modern dari tanggal 7-9 Juni 2022 di Hotel Horison Bekasi

JI. KH Noer Ali, Bekasi Jawa Barat.
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6).

7).

8).

9).

11).

12).

13).

Berdasarkan Surat Perintah Kadilmilti 1ll  Surabaya Nomor : W.3-
Mil/75/Sprin/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 atas nama CPNS Ni Kadek Yuliartini,
A.Md telah mengikuti pelatihan Muatan Lokal Kompetensi Teknis Bidang Tugas
dari tanggal 30 Mei-3 Juni 2022 secara Daring.

Berdasarkan Surat Balitbangdiklat Kumdil MA Rl Nomor : 258/Bld/S/6/2022
tanggal 15 Juni 2022 atas nama Letkol Chk Agustono, SH. MH dan Mayor Laut
(KH) Ahmad Junaedi, SH. MH. telah mengikuti undangan Pengembangan dan
evaluasi kurikulum dan modul dari tanggal 22-25 Juni 2022 bertempat di Hotel
Grand Mercure Harmoni Jakarta.

Berdasarkan Surat Perintah Kadilmiltama Nomor : Miltama/Sprin/277/VI11/2022
tanggal 13 Juli 2022 an. Letkol Chk Agustono, SH.MH dan Mayor Laut (KH)
Ahmad Junaedi, SH. MH. telah mengikuti kegiatan finalis kurikulum dan
Penyusunan RBPMP dan RBPP dari tanggal 18-21 Juli 2022 bertempat di Mercure
Ancol Jakarta. | 7

Berdasarkan Surat Perintah Kadilmrilti' _ Il Surabaya Nomor : W.3-
Mil/105/Sprin/V11/2022 tanggal 11 Juli’2022. atas nama | Nyoman Suartika, SE, SH,
MH dkk telah “mengikuti- “Bimtek Sasaran Kerja PegawaL(SKP) di wilayah Hukum
Dllmﬂtrﬂl Sby dari tanggal 20 s/d 22 Juli 2022 di Aston Inn Batu Malang Jawa

x Tlmur.
10).

Berdasarkan Surat Perintah Kadilmiltama Nomor : Miltama/Sprin/350/VI11/2022
tangrgal 19 Agustus 2022 atas nama Mayor Chk Mahpul Saepuloh, SH, telah
me‘wgikuti Bimtek Kepaniteraan yang dilaksanakan dari tanggal 24-26 Agustus
20f22 bertempat di Hotel Novotel Bandung Jin. Cihampelas No. 23-25 Bandung
JaWa Barat -
Berdasarkan Surat Perintah dari Kadilmiltama Nomor
Miltama/Sprin/363/PP.004/VI111/2022 tanggal 24 Agustus 2022 atas nama | Wayan
Parna, SH.MH dan | Nyoman Suartika, SE, SH MH telah mengikuti kegiatan
Bimtek Kesekretariatan dari tanggal 29 s.d 31 Agustus 2022 secara Daring.
Berdasarkan Surat dari Balitbang Diklat Kumdil MA RI Nomor : 731/BId/S/8/2022
tanggal 19 Agustus 2022 atas nama : Letkol Chk Agustono, SH. MH dan Mayor
Laut (KH) Ahmad Junaedi, SH.MH, telah mengikuti Pelatihan teknis Yudisial
Humaniter Bagi Hakim Tk Banding dan Tingkat Pertama dari tanggal 29 Agustus
s.d 2 September 2022 bertempat di Hotel Grand Mercure Surabaya City
Berdasarkan  Surat  Sekretaris Mahkamah  Agung RI Nomor
2018/SEK/HM.02.3/8/2022 tanggal 24 Agustus 2022 atas nama Katharina, SH, Sri
Susmawati, SH dan I.G.A.N Wahyu Permadi, SH telah mengikuti Sosialisasi

Aplikasi e Prima yang dilaksankan pada tanggal 30 Agustus 2022 secara daring.
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14).

15).

16).

17).

18).

_J-l;@tel Mercure Kuta Bali.

19).

20).

Berdasarkan Surat dari Dirjen Badilmiltun Nomor : 1209/ DJMT.2/PP.00.2/VII1/2022
tanggal 18 Agustus 2022 atas nama Mayor Chk Mahpul Saepuloh, SH. dan Pelda |
Kadek Subrata, SH telah mengikuti Bimtek Panitera/PP Tahun Anggaran 2022 dari
tanggal 31 Agustus s.d 2 September 2022 secara Daring

Berdasarkan Surat Perintah Kadilmiltama Nomor Miltama/Sprin /391/1X/2022
tanggal 8 September 2022 atas nama Letkol Chk Agustono, SH. MH dan Mayor
Laut (KH) Ahmad Junaedi, SH. MH. telah mengikuti kegiatan Focus Group
Discussion Penyusunan Naskah Akademik TA 2022 dari tanggal 12 s/d 16
September 2022 bertempat di Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI Jin. Cikopo
Selatan, Godag, Megamendung Sukamaju Kab. Bogo Jawa Barat.

Berdasarkan Surat Dari Mahkamah Agung RI Nomor :97/Bua.2/KP.04.1/11/2022
tanggal 11 November 2022 melaksanakan Ujian Dinas Elektronik (e-exam) pada
MA RI tahun 2022 Batch 2 yang dilaksanakan di Surabaya.

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Pengadilan Militer 111-14 Denpasar Nomor :
W3.Mil03/ /Sprin/X1/2022 tanggal 147N'ovember 2022 atas nama Katharina,
S.H., .G.A.N Wahyu Permadi S.Hdan |- Gusti Ayu Nym Giri Sundari, SE. MM,
telah menglkutl/bmﬁeR Kesekretarlatan dari tanggaI_JLG 18 November 2022
bgrtempat d| Hotel Vanda Gardenia Mojokerto Jawa Timur. N
Berdasarkan Surat dari Balitbangdiklat Kumdil MA RI Nomor : 1141/BId/S/16/7)22
tanggal 13 Oktober 2022 atas nama Kolonel Laut (KH) Riza Fadilah, S.H.dan
Letkfg—nl Sus Muh. Arif Zaky Ibrahim, S.H. telah mengikuti pelatihan Teknis Yudisial
Hall<im Senior Peradilan Militer seluruh Indonesia melalui Tahap | dan Tahan Il dari
tar‘Jggal 24-28 Oktober 2022 dan 31 Oktober - 5 November 2022 bertempat di

Berdasarkan Surat Perintah  Kadilmil 1ll-14 Denpasar Nomor
W3.Mil03/Sprin/27/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 atas nama Katharina,
S.H., AA.l Intan Prabawati, SE dan | Gst Ayu Nym Giri Sundari, SE, MM,
mengikuti e-Learning Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari tanggal 21 Nov-2
Des 2022 secara daring.

Berdasarkan Surat Perintah Kadilmil I11-14 Denpasar Nomor : W3.Mil03/Sprin/
/X1/2022 tanggal 29 November 2022 atas nama Pelda Kadek Subrata, SH.,
mengikuti Bimtek Standarisasi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Militer
Tahun Anggaran 2022 dari tanggal 30 Nov - 2 Des 2022 di Hotel Manhattan
Kuningan Jakarta Selatan.
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21). Berdasarkan Surat Kadilmiltama Nomor : Miltama/Sprin/557/X11/2022 tanggal 7
Desember 2022, atas nama Melathi Indahsari, A.Md. M telah mengikuti Bimtek
Kesekretariatan Peningkatan Kompetensi Staf dan Pejabat pengelolaan BMN

dilaksanakan dari tanggal 12-13 Desember 2022 secara Daring.

Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Militer 1lI-14 Denpasar dalam
meningkatkan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM
berdasarkan parameter objektif

Tabel Persentase Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan

pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif

No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)
1 | Persentase Peningkatan pengelolaan
administrasi kepegawaian dan 0 0 0
pengembangan SDM berdasarkan 5% 14,28% 19,04 %
parameter objektif tepat waktu

Pada tahun 2022 Bagian Kepegawaian telah melak_ukan rapat Baperjakat dan hasil dari
Baperjakat telah mengajukan PNS yang,GoIongan [ll/b keatas. Adapun PNS yang
bergolongan Ill/b keatas ber,tumrah 7 orang, yang memenuhi jyarat yaitu atas Nama
PNS | WayanParna SH MH, Penata TK | Ill/d NIP. 196610091988031001 Jabatan
Selgretans untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator pada 03 Agusmgs.d
Desember 2022 secara Online sesuai dengan surat Perintah Kadilmil 1ll-14 Denpasar
Nomor : WB.Mil.03/246/Sprin/VII/2022 tanggal 30 Juli 2022

Oleh kaﬁgna itu, capaian kinerja Pengadilan Militer 111-14 Denpasar dalam peningkatan
pengelol{aan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan para
meter OPjektlf adalah sebesar 14,28% hal ini dikarenakan PNS Golongan lll/c ke atas
pada Pengadilan Militer 11l-14 Denpasar banyak yang tidak memenuhi Krlterla yang

telah ditentukan Mahkamah Agung untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan.

Indikator Kinerja ke-2 : Persentase SOP yang tersusun sesuai dengan Proses Bisnis

yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur
yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan
untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari pekerja dengan biaya yang
serendah-rendahnya. SOP terdiri dari manfaat, tanggal pembuatan atau direvisi, metode
penulisan prosedur serta dilengkapi oleh bagan flowchart di bagian akhir.

Dalam melaksanakan tupoksi seluruh anggota Pengadilan Militer I1I-14 Denpasar telah

sesuai dengan SOP yang ditetapkan.
56



Indikator ini untuk mengukur SOP yang tersusun sesuai dengan Proses Bisnis yang
sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Tabel persentase SOP yang tersusun sesuai dengan Proses Bisnis yang sesuai
dengan peraturan yang berlaku.

No Indikator Kinerja Target Realisasi | Capaian (%)
1 Persentase SOP yang tersusun sesuai
dengan Proses Bisnis yang sesuai 85% 95% 111,76%
dengan peraturan yang berlaku.

Pengadilan Militer 111-14 Denpasar telah menetapkan SOP pada masing-masing bidang

antara lain :
No. Jenis SOP Jumlah SOP
1. | SOP Kadilmil 15
2. | SOP Waka Dilmil 1
3. | SOP Hakim : 5
4. | SOP Panitera 2
5. | SOP Panmud Pidana 7
6. | SOP Panmud Hukum ] 8
7. | SOP Panitera Pengganti __— T 2
8. | SOP Sekretaris, — e 5
9. | SOP Kepegawaian o e 15
10 1SOP Perencanaan Tl dan Pelaporan 9~
11. | SOP Umum dan keuangan 32 pi
Jumlah 101

Setiap seIJ_nester telah dilakukan Monitoring Evaluasi SOP dan hasil dari Monev tersebut
masih reﬁevan.

Capaian} kinerja Pengadilan Militer 1ll-14 Denpasar dalam Penyusunan SOP sesuai
denggﬁj Proses Bisnis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah sebesar
111,76 % i

Indikator Kinerja ke-3 : Persentase terlaksananya keprotokolan.

Indikator ini untuk mengukur Persentase terlaksananya keprotokolan yang telah

ditargetkan di tahun berjalan.

No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)
1. | Persentase terlaksananya keprotokolan 95% 97% 102,1 %

Bagian Umum pada Pengadilan Militer 1l1I-14 Denpasar telah Menyusun rencana

keprotokolan sebagai berikut :
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No. Uraian Tanggal Pelaksanaan
1. Menyiapkan Upacara :
1. Hari Kartini 21 April 2022
2. Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2022
3. Hari Lahirnya Pancasila. 1 Juni 2022
4. Hari Proklamasi Kemerdekaan Rl 17 Agustus 2022
5.HUT MARI 19 Agustus 2022
6. Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2022
7. Hari TNI 5 Oktober 2022
8. Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2022
9. Hari Pahlawan. 10 November 2022
10 Hari Ulang Tahun KORPRI 29 November 2022
2. Menyiapkan Upacara kenaikan pangkat Bulan April dan Bulan
Oktober 2022
3. Menyiapkan Upacara Sumpah Jabatan Triwulan 1l dan Triwulan Il
Dalam wuraian tersebut Pengadilan Militer 1lI-14 Denpasar selama tahun 2022
melaksanakan sebagai berikut :
No Uraian Tanggal Pelaksanaan Capaian
Pelaksanaan
1. | Menyiapkan Upacara : N
1. Hari Kartini 21-04-2022 - | Tidak terlaksana 60%
2. Hari Kebangkitan Nasional 20-05-2022 Tidak terlaksana
3. Hari Lahimya Pancasila __——01-06-2022 --- | Terlaksana
4. Hari Proklamasi-Kemerdekaan| 17-08-2022 Terlaksana
RI e ;
5-HUT MA RI 19-08-2022 Terlaksana o
|| 6. Hari Kesaktian Pancasila 01-10-2022 Terlaksana —
7. Hari TNI 05-10-2022 Terlaksana
8. Hari Sumpah Pemuda 28-10-2022 Tidak terlaksana
9. Hari Pahlawan 10-11-2022 Terlaksana
10 Hari Ulang Tahun KORPRI 29-11-2022 Tidak terlaksana
2. | Menyiapkan Upacara Bulan April Terlaksana 100%
Ker}aikan Pangkat dan Bulan Kenaikan Pangkat atas
| Oktober nama :
’J 2022 1. Serma Nyoman Jand
S Nuraga, S.H. —
2. PNS | Nym Suartika,
SE, SH. MH.
3. Lettu Chk Damai
Chrisdianto, S.H.
3. | Menyiapkan Upacara Sumpah Triwulan 11 Terlaksana: 100%
Jabatan dan Sumpah Jabatan atas
Triwulan nama :
1| 1. PNS | Wayan Parna,
SH.,MH.
2. PNS AAl Intan
Prabawati, SE

Keprotokolan di tahun 2022 terdapat 12 Kegiatan dan terlaksana 8 Kegiatan,

capaian kinerja Pengadilan Militer 1l1I-14 Denpasar dalam menyelesaikan target

keprotokolan adalah sebesar 91,23%, dikarenakan pada tahun 2022 Indonesia

masih di landa Pandemi Covid-19 sehingga seluruh kegiatan dibatasi.
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SASARAN Il : Tercapainya perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dilakukan

secara tepat waktu.

Indikator ini untuk mengukur Persentase penyusunan Laporan secara tepat waktu di
tahun berjalan.

Tabel Persentase penyusunan Laporan secara tepat waktu.

No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)
1. Persentase Penyusunan Laporan 100 % 100 % 100 %
secara tepat waktu

Penyusunan Laporan pada Pengadilan Militer 111-14 Denpasar antara lain :

No. Uraian Pelaksanaan

1. Bagian Keuangan (DIPA 01 dan DIPA 05) . Bulanan

. Triwulan

. Semesteran

. Tahunan.

. Bulanan

. Triwulan

. Semesteran

. Tahunan.

Bagian Kepegawaian T e . Tahunan.

Bagian Perencanaan, IT dam Pelaporan “---| 1. Tahunan

Bagian Perkara-—— 1. Bulanan.
i 2. Triwulan

: 3. Semesteran —

‘ 4. Tahunan.

2. Bagian Umum (BMN)

R RRWONRRMWONER

gk \w

Masing-rEasing bagian telah menyusun laporan tepat waktu dan telah terkirim
sebelumﬂ deadline. Capaian Kinerja Pengadilan Militer [ll-14 Denpasar dalam

penyusqnan laporan secara tepat waktu adalah sebesar 100%.

e’
-
) 8

Indikator Kinerja ke-2 : Persentase Peningkatan pengelolaan sarana dan prasara—na :

penunjang pelayanan peradilan.

Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengenai Pedoman Penggunaan
Akun Pendapatan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal (No. PER-
33/PB/2008) disebeutkan kriteria belanja barang maupun belanja modal yaitu jika
Syarat-syarat sebagai berikut :
A Pengeluaran dapat mengakibatkan perolehan asset tetap atau aset
lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas.
n Pengeluaraan yang dilakukan melebihi minimum kapitalisasi asset tetap
atau asset lainnya yang sudah ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

A Peroleh atas asset tetap bertujuan tidak untuk dijual.
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A Pengeluaran dilakukan setelah mendapat asset tetap dan asset lainnya

dengan masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume asset terus

bertambah.

A Pengeluaran harus memenuhi Batasan minimum nilai kapitalisasi asset

tetap maupun asset lainnya.

Pengadilan Militer 11I-14 Denpasar setiap tahun Menyusun Usulan Belanja Modal

yang diajukan ke Eselon | (Biro Keuangan Mahkamah Agung RI) hal tersebut untuk

mendukung terwujudnya Pelayanan Masyarakat yang Prima.

Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Militer 11I-14 Denpasar dalam

Penyusunan Laporan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel.

Tabel Peningkatan Pengelolaan sarana dan

prasarana penunjang pelayanan

peradilan.
No. Indikator Kinerja - Target Realisasi | Capaian (%)
1. Persentase  Peningkatan pengelolaan "
sarana dan  prasarana  penunjang 100 % 32,85 % 32,85 %
pelayanan peradilan. il T,
/’““"_"/// \\K\J _L _

Usulan/Belanjé’i\]l(/)dal Tahun Anggaran 2022 yang diajukan pédé' butan_Desember
2020 adalah sebesar Rp. 487.000.000,- antara lain :

praian Belanja Vol Satuan Harga Satuan Jumlah Biaya
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
Komputef 5 Unit 11.500.000,- 57.500.000,-
Laptop | 5 Unit 13.000.000,- 65.000.000,-
Printer -+, 5 Unit 3.000.000,- 15.000.000,-
Sound System . 1 Set 35.000.000,- 35.000:000,-
Scanner 2 Unit 7.500.000;,- 15.000.000,-
Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran
AC Split 2 PK 2 Unit 7.500.000,- 15.000.000,-
AC Standing 1 Unit 23.000.000,- 23.000.000,-
Camera Mirroles Digital 1 Unit 23.500.000,- 23.500.000,-
LCD Proyektor 1 Unit 9.000.000,- 9.000.000,-
Water Dispenser 3 Unit 3.500.000,- 10.500.000,-
Alat Penghancur Kertas 2 Unit 5.000.000,- 10.000.000,-
Genset 1 Unit 150.000.000,- 150.000.000,-
Meubelair
Kursi Kerja 5 Unit 1.500.000,- 7.500.000,-
Meja Kerja 5 Unit 5.000.000,- 25.000.000,-
Lemari Besi 4 Unit 6.500.000,- 26.000.000,-

Kemudian DIPA 01 (Belanja Modal) yang turun dari Mahkamah Agung RI tahun 2022
sebesar Rp. 160.000.000,- antara lain :
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Uraian Belanja | Vol | Satuan | Harga Satuan | Jumlah Biaya
Layanan sara Internal
Pengadaan  Alat  Pengolah  Data | Unit Rp.5.000.000,- | Rp. 10.000.000;-
berupa Printer
Pengadaan  Fasilitas  Perkantoran | Unit Rp.150.000.000,1 Rp. 150.000.000 -
berupa Genset

Capaian kinerja Pengadilan Militer 111-14 Denpasar dalam peningkatan pengelolaan
sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan adalah sebesar 32,85 % hal
ini dikarenakan usulan yang diajukan oleh Pengadilan Militer Ill-14 Denpasar tidak

sesuai dengan yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI.

B. Realisasi Anggaran

Pengadilan Militer 111-14 Denpasar memiliki 2(dua) DIPA yaitu DIPA 01
(Badan Urusan Administrasi) dan DIPA 05 (Dirjen Badilmiltun MA RI).

1. DIPA 01 (663335)

DIPA 01 memiliki 2 Program/yaltu‘,,

a. Progr_amrDu?ungan Manajemen dan Pelak _aLnaan Tugas Teknis
B Ialnnya Mahkamah Agung. .

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparétiTr“

Mahkamah Agung.

——

e

Realisasi belanja Negara pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar

Rp. 3.804.300.013,- (tiga milyard delapan ratus empat juta tiga ratus
ribu tiga belas rupiah) atau mencapai 99,91% dari alokasi anggaran
sebesar Rp. 3.807.643.000,- (tiga milyard delapan ratus tujuh juta

Lt -
kY

enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Tabel Realisasi Anggaran DIPA 01

Uraian Jumlah Pers(oe/(r);tase
Pagu Rp. 3.807.643.000,- 100
Realisasi Rp. 3.804.300.013,- 99,91
Sisa Rp. 3.342.987,- 0,09
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2. DIPA 05 (663336)
DIPA 05 memiliki 1(satu) program vyaitu Program Peningkatan
Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN).
Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar
Rp.77.055.603,- (tujuh puluh tujuh juta lima puluh lima ribu enam ratus
tiga rupiah) atau mencapai 98,22 % dari alokasi anggaran sebesar Rp.
78.450.000,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu

rupiah).
Tabel Realisasi Anggaran DIPA 05
. Persentase
Uraian Jumlah (%)
Pagu Rp. 78.450.000,- 100
Realisasi Rp. 77.055.603,- 98,22
Sisa Rp. 1.394.397,- 1,78
/‘———”/’/’/l s 2 - _L\

o
I
7 _
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BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai

Upaya penguatan akuntabilitas dan mewujudkan transparansi

pelaksanaan tugas pemerintah dalam pencapaian reformasi birokrasi di

Lingkungan Mahkamah Agung RI, Pengadilan Militer 111-14 Denpasar Menyusun

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 dengan menyajikan

berbagai

aparatur

keberhasilan maupun kegagalan dalam peningkatan pelayanan

hukum peradilan Militer, kesadaran hukum Masyarakat dan

sarana/prasarana sebagaimana telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama

(Key Performance Indicator)

Dari yang telah diuraikan pada Bab Il diatas dapat disimpulkan beberapa hal,

sebagai berikut :

* Percepatan Penyelesaian Perkara. -

* Pelayanan Hukum Melalui Sidang Keliling.

* Telah bthaLsH,fméﬁ'célpai kinerja seperti S/é‘rig‘teljah_giwtargetkan.

,Capaia"rfﬁﬁerja Tahun 2022 dipengaruhi oleh factor pendukljh'g“ yang mgmbawa

pada keberhasilan serta factor penghambat yang menyebabkan kegég_aTan.

Faktor tersebut diantaranya adalah :
a{._ Keberhasilan
ﬂ Keberhasilan atas capaian target Kinerja tahun 2022 didukung oleh peran

] Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

| serta seluruh bagian di Pengadilan Militer 1lI-14 Denpasar, baik bagian

Keberhasilan atas capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa seluruh

elemen di Pengadilan Militer 111-14 Denpasar telah mampu menterjemah -

kan visi dan misi organisasi dan mampu bekerjasama dengan baik.

Beberapa keberhasilan tersebut yaitu :

Perencanaan kinerja yang baik.

Seluruh target Kinerja dapat terpenuhi,

Beberapa hasil evaluasi telah ditindaklanjuti,

Penyerapan anggaran dari DIPA 01 dan DIPA 05 yang memuaska
Dalam meningkatkan kinerja Pengadilan Militer 111-14 Denpasar, telah

melounchingkan 1(satu) Aplikasi Ekternal yaitu aplikasi Ampura.
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b.

/J

B. REKOMENDASI

Kegagalan

Dengan terpenuhinya seluruh target maka kinerja Pengadilan Militer 111-14

Denpasar dikatagorikan baik dan berhasil. Namun demikian terdapat

beberapa hambatan yang berpotensi menyebabkan kegagalan apabila

tidak dilakukan pencegahan dan tindak lanjut untuk mengatasinya.

Beberapa hambatan yang dihadapi Pengadilan Militer I1I-14 Denpasar

sepanjang tahun 2022 adalah :

- Dukungan Anggaran untuk program peningkatan manajemen
dan dan Pelaksanaan Tugas Teknis berupa sarana dan
prasarana yang masih sangat minim, karena terdapat
penghapusan Barang Milik Negara (BMN).

- Jumlah SDM yang belum seimbang dibandingkan tugas pokok
yang harus diselesaikan. Kebutuhan SDM tersebut terutama
untuk mendukung pelaksanaan tugas di bagian perkara dan
bagian Teknologi Informasi.

- Dukungan angggranfun‘ml{ belanj@\perjalanan dinas yang masih

_sangat rm’rar;g, sehingga membatasi\\piéngitiman; pegawai untuk

— dapat melaksanakan kegiatan koordinasi, bimtek dan p‘e‘l‘atih,an;

- Dalam tahun 2022 Pengadilan Militer 111-14 Denpasar tidak diikut
sertakan dalam Zona Integritas (ZI) mencapai WBK dan WBBM,
dikarenakan terdapat kekurangan dalam pengumpulan data-data,
sehingga belum bisa meraih WBK, akan tetapi Pengadilan Militer 111-
14 Denpasar berkomitmen di tahun 2023 akan meraih WBK tersebut.

Untuk mempertahankan serta meningkatkan capaian kinerja ditahun-tahun

mendatang, beberapa hal yang dirasa sangat perlu untuk dibenahi, ditambah atau

disempurnakan diantaranya yaitu :

Dilakukan Reviu SOP secara berkala agar dapat mendukung pelaksanaan
kinerja sehingga target kinerja terpenuhi dan capaian bisa maksimal.
Penambahan SDM yang memiliki latar belakang ilmu sesuai dengan bisang
kerjanya, terutama untuk bagian perkara dan bagian Teknologi Informasi.
Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam rangka
pemenuhan sarana dan prasarana pendukung tugas pokok.
Penambahan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas dalam rangka
mendukung pelaksanaan program pelatihan/bimtek
Mohon dapatnya pengembalian personil yang melaksanakan BP.
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Dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan unit-unit kerja di

lingkungan Pengadilan Militer 111-14 Denpasar memiliki pedoman yang dapat dijadikan
penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program, sehingga Misi dan Visi

Pengadilan Militer I11-14 Denpasar dapat terwujud dengan baik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini di buat untuk dapat di jadikan

sebagai bahan pertimbangan oleh Pimpinan atas, dalam mengambil kebijaksanaan.

ﬂe;ar 25 September 2023.
'«B‘,‘apgadilan Militer I11-14

ERN:

“BEdy Dafmawan, SH. MH.
UHK Nrp. 11990006941271.

(GETIA
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PERJANIJIAN KINERJA TAHUN 2023

UNIT KERJA : PENGADILAN MILITER 111-14 DENPASAR

BAGIAN : KEPANITERAAN
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1, Terwujudnya Proses Peradilan yang | a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat 100 %
. 0
pasti, Transparan dan Akuntabel waktu
b. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan 0
U Hukum Bandin 99 %
paya g
c. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan
. 99 %
Upaya Hukum Kasasi
d. Index persepsi Stakeholder yang puas terhadap 93 %
layanan peradilan
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan | Pesentase Salinan putusan yang disampaikan ke
. . 100 %
Penyelesaian Perkara para pihak tepat waktu
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi | Persentase Perkara yang diselesaikan di luar 99 %
Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan Gedung Pengadilan.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
UNIT KERJA : PENGADILAN MILITER 11I-14 D’E/NBASA/R Ve
BAGIAN : KESEKRETARLAJAMrr// S | 1
No. /,/Sers?fran Strategis Indikator Kinerja T . Target
1 - Terwujudnya Pengelolaan Keuangan | 1. Persentase Peningkatan Pengelolaan pelaporan 100_%
/| yang akuntabel. keuangan yang tranparan dan akuntabel
2 Terwujudnya kualitas sumber daya | 1. Persentase Peningkatan pengelolaan
manusia. administrasi kepegawaian dan pengembangan 85 %
/_ SDM berdasarkan parameter objektif
15 2. Persentase SOP yang tersusun sesuai dengan
[ Proses Bisnis yang sesuai dengan peraturan 90 %
r yang berlaku
| 3. Persentase terlaksananya keprotokolan 97 %
3 Terdapainya perencanaan, | 1. Persentase penyusunan laporan secara tepat 100 %
pej%‘ksanaan waktu
. 2. Persentase Peningkatan Pengelolaan sarana 160 %
dan prasarana penunjang pelayanan peradilan _




PENGADILAN MILITER 111-14 DENPASAR
JL. YOS SUDARSO NO. 1 DENPASAR

No. Telp/Fax : (0361) 262946

Web: dilmil-denpasar go.id dan email: denpasar.dilmil@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I1I-14 DENPASAR

NOMOR :W3.Mil03/ 02 /SK/ | /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

(LKjIP)

PENGADILAN MILITER 111-14 DENPASAR TAHUN 2022

KEPALA PENGADILAN MILITER IlI-14 DENPASAR

Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor - 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
P/@[janj'raﬁ/Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu

~Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna membarikan

keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan_keabsahan
data/informasi kinerja yang berkualitas; e

bahwa mereka yang Namanya tercantum dalam keputusan
ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas
ini;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Pengadilan Militer 1lI-14 Denpasar tentang
pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer 111-14 Denpasar-Tahun
2022.

Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-undangan Nomor 3 Tahun 2009
tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Pemerintan Nomor 81 Tahun 20106 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintabh;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas peraturan Mahkamah Agung
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja




Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempaf

Kelima -~

7

r

|

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang
Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama,;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Pemerintah

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER [lI-14
DENPASAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN MILITER I1I-14 DENPASAR TAHUN 2022

Membentuk Tim Penyusun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Tahun 2022 Pengadilan Militer [lI-14 Denpasar, dengan
susunan sebagaimana-tercantum dalam lampiran | merupakan bagian
yang t tldakierprsahkan dari keputusan i |n|

~Tim Penyusun menjalankan tugas sesual dengan arahan Kepala
Pengadilan Militer 111-14 Denpasar,

Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk
mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai
dengan bulan Maret Tahun 2023

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari
keputusan ini dibebankan kepada DIPA 01 Tahun Anggaran 2023

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini, akan diadakan diperbaikan sebagaimana mestinya-

~Ditetapkan di Denpasar
A %d\a tanggal 2 Januari 2023
: ilan Militer 111-14




LAMPIRAN | KEPUTUSAN KADILMIL I11-14 DENPASAR

NOMOR : W3-Mil.03/SK/02/1/2023
TANGGAL : 2 Januari 2023

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2022
PENGADILAN MILITER 111-14 DENPASAR

No. Jabatan Nama

1. Penanggung Jawab Letkol Chk Dedy Darmawan, SH.,MH. Nrp. 11990006941271

2. Koordinator Validasi Data Mayor Chk Mahpul Saepuloh, S.H Nrp. 21940135670972

3. Ketua Letkol Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. Nrp.524420

4, Sekretaris I Wayan Parna, SH. MH. Penata Tk | Ill/d Nip.
196610091988031001

5. Anggota Katharina, SH. Penata Tk I 1ll/d Nip. 197205061992032001
I.G.A.N Wahyu, Permadi, SH. Penata Muda Tk. I/Ill/b Nip.
198102192001121002

6. Tim Pereviu Laporan Kinerja | 1. Letkol Crllg _Aguston_o, S.H. MH. Nrp. 21940080960873

’;.,Mavar’laut\(k\H)’Ahmgq Junaedi, SH. MH. Nrp. 17425/P

L Ry _L\

_ DecF . MH.
] Let i Chk NRP 11990006941271



LAMPIRAN | KEPUTUSAN KADILMIL I1I-14 DENPASAR

NOMOR : W3-Mil.03/SK/02/1/2023
TANGGAL : 2 Januari 2023

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2022
PENGADILAN MILITER 111-14 DENPASAR

No. Jabatan Nama
1. Penanggung Jawab Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022
2. Koordinator Validasi Data Memvalidasi Keabsahan data Kinerja
Ketua a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan

Kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah
ditetapkan; ‘
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan
,/'k‘lﬁérja kepada\Abératur\F}gngawas Intern Pemerintah

Sekretaris ////‘*_’ Mengkoordinasikan teknis Penyus‘unalnLapqran Kinerja.
5. ,Anggot?’ Mengukur Kinerja, Menyusun Iaporan- Iii'h‘erj'a\\serta
] - menganalisis indicator kinerja pada masing-masing unit. s
6. Tim Pereviu Laporan Kinerja | Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa
| laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang
[ handal, akurat dan berkualitas.
l
|
7] -

Dech '. MH.
i H;,'hk NRP 11990006941271



| LAMPIRAN : RENCANA KERJA TAHUNAN 2023

T
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RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN ANGGARAN 2023

No. | Sasaran strategis Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Indikator Kinerja Target Anggaran/Rp.
1 | Terwujudnya  Proses | Persetase perkara : Program Peningkatan Jumlah Putusan perkara Pidana
Peradilan yang pasti. - Pidana Militer 100% | Peningkatan Manajemen Militer, Pidana Umum dan 50 PKR 78.165.000
- Pidana Umum 100% | Manajemen Peradilan Pelanggaran secara tepat
- Pelanggaran 100% | Peradilan Militer. waktu.
Yang diselesaikan tepat waktu Militer.
Persentase Perkara yang tidak mengajukan 99%
upaya Hukum Banding | e e
Persentase Perkara yang tldak menga;umn 99% | L
Upaya Hukum Kasasi. _— = -
Index Persepsi Stakeholder yang puas 93% oS
terhadap layanan peradilan
2 Peningkatan Efektifitas | Persentase salinan/putusan yang disampaikan | 100% | Program Peningkatan Jumlah putusan yang dikirim ke
Pengelolaan Penyele- | ke para pihak tepa?'waktu Peningkatan Manajemen Otmil dan Terdakwa serta
saian perkara | Manajemen Peradilan berkas pkr Banding, Kasasi dan
[ Peradilan Militer. PK secara tepat waktu.
r Militer
3 Meningkatnya  Akses
Peradilan bagi Masya | Persentase Perka}a yang diselesaikan di luar 99% Program Peningkatan Perkara yang diselesaikan di
rakat miskin dan | Gedung Pengadilan. Peningkatan Manajemen luar Gedung Pengadilan atau
Terpinggir J J Manajemen Peradilan sidang keliling yang tepat waktu
== Peradilan Militer B
Militer
Denpasar 25 September 2023

MahRul Saeéduloh, SH.

Mayor ChK*Nrp. 21940135670972







RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN ANGGARAN 2024

No. | Sasaran strategis Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Indikator Kinerja Target Anggaran/Rp.
1 | Terwujudnya  Proses | Persentase perkara : Program Peningkatan Jumlah Putusan perkara Pidana
Peradilan yang pasti. - Pidana Militer 100% | Peningkatan Manajemen Militer, Pidana Umum dan 50 PKR 231.354.000
- Pidana Umum 100% | Manajemen Peradilan Pelanggaran secara  tepat
- Pelanggaran 100% | Peradilan Militer. waktu.
Yang diselesaikan tepat waktu Militer.
Persentase Perkara yang tidak mengajukan | 100%
upaya Hukum Banding - —
Persentase Perkara yang tidak mengJukarT I~ 100% B T
Upaya Hukum Kasasi. = e .
Index Persepsi Stakeholder yang puas | 100% % SR
terhadap layanan peradilan
2 Peningkatan Efektifitas | Persentase salinan/ putusan yang disampaikan | 100% | Program Peningkatan Jumlah putusan yang dikirim ke
Pengelolaan Penyele- | ke para pihak tepatrwaktu Peningkatan Manajemen Otmil dan Terdakwa serta
saian perkara TW Manajemen Peradilan berkas pkr Banding, Kasasi dan
= Peradilan Militer. PK secara tepat waktu.
L Militer
3 Meningkatnya  Akses
Peradilan bagi Masya | Persentase Perka}'a yang diselesaikan di luar | 100% | Program Peningkatan Perkara yang diselesaikan di
rakat miskin dan | Gedung Pengadilan. Peningkatan Manajemen luar Gedung Pengadilan atau
Terpinggir 3’j Manajemen Peradilan sidang keliling yang tepat waktu
S Peradilan Militer =
Militer

ﬁ;mmH MH.

hK Nrp. 11990006941271

Denpasar, 25 September 2023

Mayor Chk®Nrp. 21940135670972







STANDAR OPERASIONAL & PROSEDUR
PENYELESAIAN PERKARA DI
PENGADILAN MILITER 1lI-14 DENPASAR

: : F SEKRETARIS
Berkas perkara dari Otmil | Menerima berkas diteruskan ke Kadilmil
(1 hari)

PANITERA . KADILMIL
Meneliti kelengkapan berkas < Menyerahkar.\berl.(as ke
(1 hari) Katera utk di Register

(1 hari)

v

Pendistribusian berkas KADILMIL
kepada Majelis Menunjuk Majelis Hakim
(2 hari) e (1 hari)
MAJELIS HAKIM |
Mempelajari berkas perkara

Terdakwanya ditahan % / Terdakwanya tidak ditahan

v V
Majelis memeriksa & mempelajari Majelis memeriksa & mempelajari -
berkas berkas
Perkara biasa 3 hari Perkara biasa 3 hari
Perkara tertentu 3 hari Perkara tertentu 6 hari
y v
Pelaksanaan sidang sampai putus Pelaksanaan sidang sampai putus
Perkara biasa 2 bulan Perkara biasa 3 bulan
Perkara tertentu 3 bulan Perkara tertentu 5 bulan
\% \,
Minutasi perkara Minutasi perkara
(7/14/30 hari) (7/14/30 hari)

Pendistribusian/mengirimkansalinan put & minutasi ke
Papera, Ankum, Otmil dan POM, Terdakwa/PH

CATATAN :

1. Untuk perkara Lalin mulai dicatat dalam buku Register sampai dengan putus paling lambat 7 hari
sesudah bukti pelanggaran diterima.

2. Untuk perkara tertentu Minutasi putusan dalam tenggang waktu 30 hari.

3. Dilmil/ti yang kondisi geografis/wilayah hukumnya luas, penyelesaian perkara sejak diregister sampai
dengan diputus maksimal 6 (enam) bulan.




Keterangan gambar sebagai berikut :

a. Perkara Biasa

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

|
_9

10)
11)

12)
13)
14)

15)

Kepala Sub Bagian Umum Pengadilan Militer menerima Pelimpahan berkas
perkara dari Oditurat Militer dan menyerahkan kepada Kadilmil dalam
tenggang waktu 1 hari kerja.

Kadilmil mendisposisi berkas kepada Panitera untuk diteliti dalam tenggang
waktu 1 hari kerja.

Panitera memeriksa Kelengkapan Berkas perkara dan Registrasi dalam
tenggang waktu 1 hari kerja.

Kepala Pengadilan Militer menunjukan Majelis Hakim dan Panitera,
Penyerahan Berkas Perkara kepada Majelis Hakim dalam tenggang waktu 2
hari kerja.

Penetapan hari sidang dan Penetapan Penahanan (jika Terdakwa ditahan)
dalam tenggang waktu 1 hari kerja.

Penyerahan Penetapan Hari sidang dan Penetapan Penahanan kepada Oditur
Militer dalam tenggang Wality/_lwhari kérja.

Hakim Ketua/s,ebagal/ﬁembaca péftama -mempelajari berkas perkara dan

L |
_selanjutnya menyerahkan kepada Hakim Anggota | dalam tenggang waktu 1

hari kerja untuk perkara biasa dan 2 hari kerja untuk perkara féft‘e’ntuiu_ntuk
terdakwanya ditahan perkara biasa 1 hari dan perkara tertentu 1 hari).

Hakim Anggota | selaku pembaca kedua mempelajari berkas perkara dan
selanjutnya menyerahkan kepada Hakim Anggota Il dalam tenggang waktu 1
hari kerja untuk perkara biasa dan 2 hari kerja untuk perkara tertentu (untuk
terdakwanya ditahan perkara biasa 1 hari dan perkara tertentu 1 hari).

Hakim Anggota Il selaku pembaca kedua mempelajari berkas perkara dan
selanjutnya menyerahkan kepada Hakim Ketua dalam tenggang waktu 1 hari
kerja untuk perkara biasa dan 2 hari kerja untuk perkara tertentu (untuk
terdakwanya ditahan perkara biasa 1 hari dan perkara tertentu 1 hari).
Pelaksanaan sidang sampai dengan perkara diputus untuk perkara biasa yang
terdakwanya ditahan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 2 bulan,
untuk perkara tertentu selambat-lambatnya paling lama 3 bulan.

Untuk perkara biasa yang terdakwanya tidak ditahan dalam tenggang waktu
selambat-lambatnya 3 bulan, dan untuk perkara tertentu dalam tenggang
waktu 5 bulan.

Majelis Hakim harus siap dengan konsep putusan yang akan diucapkan pada
hari itu juga.

Panitera wajib menyelesaikan Petikan putusan pada hari itu juga atau dalam
tenggang waktu hari kerja berikutnya.

Panitera menyampaikan petikan putusan kepada Oditur Militer, Terdakwa dan
Penasehat Hukum dalam tenggang waktu 1 hari kerja.

Penyelesaian Minutasi perkara selesai dalam tenggang waktu 14 hari kerja.




16) Khusus Putusan Sela yang bukan putusan akhir Minutasi diselesaikan dalam

tenggang waktu 7 hari kerja.
17) Terhadap perkara tertentu Minutasi putusan diselesaikan dalam tenggang

waktu 30 hari.
18) Terhadap perkara desersi yang akan diperiksa dan diputus secara in absensia,
namun Terdakwa hadir di persidangan Majelis Hakim memutus perkara untuk

dikembalikan kepada Oditur Militer dalam tenggang waktu 1 hari kerja.
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PADA PENGADILAN MILITER 111-14 DENPASAR
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PENDIDIKAN JABATAN KELUARGA
MASUK PANGKAT ‘
NO NAMA/TMP/TGL.LAHIR PANGKAT/NRP | PERTAMA PPEES}NA':\QAQ TERAKHIR #QSAA}IQI'}‘? AGAAM UMUM VILITER SR RIDRAL | NAMA IMLH KET
TMT T™MT e e ISTRI/SUAMI ANAK
1 2 3 4 5 __ +— 6 7 8 9 10 11 12 13 14
J— SD [ -SepaPK
1 | DEDY DARMAWAN, S.H.,M.H. Letnan Kolonel Chk | 01-07-1999 | 01-07-1999 | Letkol chk Kadilmil IlI-14| Islam SMP | -Sesarcabkum Kadilmil Susilowati, 3 (tiga)
Bandar Lampung, 06-12-1971 | /11990006941271 | 01-04-2020 | Denpasar SMA | Diklapall ==~ .14 S.Com Orang
s1 -Sus!urpatera Denpasar
s2 -Cak_lm e
! -Susjabkimmil
f SD -Sepa PK
2 | MUCH. ARIF ZAKI IBRAHIM,S.H | Letkol Sus / 04-07E998 04-07-1998 Letkol Sus Wakadilmil IlI-14 Islam SMP | -Sesarcabkum Wakadilmil Reni 3 (tiga)
Temanggung, 17-03-1968 524420 = 01-10-2018 Denpasar SMA | -Sekkau 11-14 Widyastuti Orang
[ s1 -gusgrjemen Denpasar
L -Susjurpatera
L SD -Secaba PK
3 | | GEDE MADE SURYAWAN,S.H.| Letkol Chk/ 01-04-1994 | 09-02-1999 Letkol Chk Pokkimmil Gol.V Hindu SMP | -Sesarcab Hakim Tri -
M.H 636364 N 01-10-2018 SMA -Sgcapa reg Militer Hariyanti
Tabanan, 26-05-1970 | 7 oy Wl -DiKSRagg.  §, |
) S -Susjabkimmil
SD -Secaba PK
4 | AGUSTONO, S.H., M.H. Letkol Chk / 19-02-1994 | 16-01-2002 Letkol Chk Pokkimil Gol.V Islam SMP | -Sesarcab Hakim lka  Nurul | 4(empat)
Bogor, 28-08-1973 21940080960873 01-10-2021 SMA | -Secapareg Militer Fatimah,SP Orang
s1 | Diklapa
s2 —D|kc_ak|rn PP_C
-Susjabkimmil
5 | AHMAD JUNAEDI, S.H.,M.H. Mayor Laut (KH) /
Bojonegoro, 07-01-1972 17425/P 30-08-1991 | 01-10-2005 Mayor Laut | Pokkimil Gol.VI Islam SD -Secaba PK Hakim Endang Sri 3 (tiga)
(KH) SMP | -Secapa Reg Militer Mardiasih Orang
01-10-2018 SMA | -Diksperspakum
S1
S2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
6. | MAHPUL SAEPULOH, S.H. Mayor Chk / 12-02-1994 | 13-12-2005 Mayor Chk Panitera Islam SD -Secaba PK Panitera Emilia 3 (tiga)
Subang, 09-09-1972 2194008096873 01-10-2017 SMP -Secapa Reg orang
SMA -Diklapa
S1 -Suspatih MC
-Susjabkimmil
7 | DAMAI CHRISDIANTO, S.H. Lettu Chk / 22-02-2002 27-07-2018 Lettu Chk Panmud Pidana Islam SD -Secaba Panmud Ena 2 (dua)
Malang, 25-12-1980 21020067031280 01-10-2022 1 SMP -Secapa Reg Pidana Widyawati orang
‘ SMA -Dikcabpakum
S1 -Suspatera
8 | KADEK SUBRATA, S.H. Pelda / 26-02-2001 Pelgg,//’/- Panitera Eén"ggami\ ~ Hindu SD -Secaba PK Panitera Ni Kadek | 2 (dua)
Tampekan, 11-05-1982 21010240610582 B -01-04-2020 | Gol. IX - || SMP -Secaba Infantri | Pengganti Rossyanti, Orang
e SMA__| -Nikgarlat A.md. Kep
e S
9 | PURWODIYANTO, S.H. Serma / | 17-02-2005 Serma Pengolah Data | Islam SD -Secaba PK - Yuniati 3 (tiga)
Indramayu,14-04-1986 21050109590486 01-04-2020 Keberatan dan SMP -Secaba Kum Orang
| Banding SMA | -Susbaminunda
= S1
|
10 | NYOMAN JANA NURAGA, S.H. | Serma/ 24-0’272007 Serma Pengolah Perkara Hindu | SD -Secaba PK - Putu Indah | 2 (dua)
Buleleng, 25-08-1988 21070539650888 b 01-04-2022 SMP -Secaba Kum Yani Giri, Orang
| SMA Amd., Bep
I _
11 | MANSARIFIKA Serda / 17-04-2010 Serda Pengadministrasian Islam SD -Secata Ira 3 (tiga) BP
Bima, 05-09-1989 31100260300989 ’ i) 26-07-2022 [Teknis Pemeliharar SMP -Sarcabkum - Sulastryana, Orang di
1 dan Perawata SMA -Secaba Reg S.Kep Dilmiltama
Kendaraan
12 | | WAYAN KUSUMAYUDA Kopka / 21-02-1998 Kopka Ajudan Hindu | SD -Secata - Ni Putu Sri -
Karangasem,10-5-1976 31980340130576 01-04-2020 SMP -Sarcabkum Nopriyanthi,
SMA SE
13 | | WAYAN WIDANA Kopka / 01-04-1999 Kopka Pengadministrasi Hindu | SD -Secata - Ni Putu Budi -
Badung, 05-03-1979 31990590430379 01-04-2021 Perpustakaan SMP -Sacarkum Miastari

SMA
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DAFTAR NOMINATIF PERSONIL PNS

PADA PENGADILAN MILITER I11I-14 DENPASAR

Web : dilmil-denpasar.go.id dan email : denpasar@dilmil.org

TAHUN 2022
MASUK PANGKAT JABATAN“ PENDIDIKAN KELUARGA
NO NAMA PANGKAT/GOL/NIP PERTAMA TERAKHIR __TERAKHIR AGAMA UMUM MILITER NAMA JUMLAH KET
T™MT T™MT___ N ISTRI/SUAMI ANAK

1 2 3 L 6 - A 8 9 10 11 12

1. | | WAYAN PARNA, S.H.,MH Penata Tk. | Illld—" | 01-03-1988 | Penata lll/d | Sekretaris Hindu SD “-Latprajab Ni Luh 2 (dua)
Tabanan, 09-10-1966 196610091988031001 01-04-2019 SMP -Diklatpim-hv- Nyoman Orang

: SMA Suarni
S1
| S2
E
2. | KATHARINA,SH. Penata TK.I lll/d | 01-03-1992 | Penata TK.l | Kasubag Perencanaan| Katholik SD -Latprajab Olderico Dias 1 (satu)
Denpasar, 06-05-1972 197205061992032001 1/d Teknologi Informasi SMP -Laksamil Qunitas Orang
f 01-04-2020 dan Pelaporan SMA -Diklatpim IV
S-1
V&
¥ —

3. | I NYOMAN SUARTIKA, S.E Penata IH/c 01-12-2001 | Penata lll/c Kasubag Kepegawaian | Hindu SD -Latprajab Ni  Luh Putu 3 (tiga)
S.H,M.H. 197404052001121004 01-04-2018 Organisasi dan Tata SMP -Latsarmil Juniawati Orang
Denpasar, 05-04-1974 Laksana SMA -Diklatpim IV

S1

4. | A. A I.INTAN PRABAWATI, S.E | Penata TK.I lll/d 19-08-2009 | Penata TK.I | Kasubbag Umum dan Hindu SD -Latprajab | Gusti Ngurah 2 (dua)

Denpasar, 24-10-1986 198610242009042005 1n/d Keuangan SMP -Diklat PKP Adi Jaya Orang
01-04-2021 SMA Setiawan, SH
S1




2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SRI SUSMAWATI Penata lll/c 01-03-1992 Penata lll/c Analis Perkara Islam SD -Latprajab Junianto Moka 3 (tiga)
Denpasar, 04-09-1969 196909041992032002 01-04-2021 Peradilan SMP -Latsarmil Orang
SMA -Diklatpim IV
\
| G.A.AA. Nym GIRI SUNDARI,SE.| Penata lll/c 01-01-2011 Penata lll/c Penyusunan  Lap. Hindu SD -Latprajab | Gusti Agung 3 (tiga)
Denpasar, 22-10-1988 198810222011012009 01-04-2021 Keuangan SMP -Diklat PKP Agus Rakadi Orang
i SMA putra, SE
eI — S1
_ & e |
I G.A.N. WAHYU PERMADI, S.H. | Penata lll/c /,,//"//61-12-2001 Penata lll/c Penyusunan Renc. Hindu SD-- _-Latprajab Ida Ayu Putu | 3 (satu)
Tegalcangkring,19-02-1981 198102192001121002 01-04-2021 Kegiatan SMP | -Latsarmil Budi Utami Orang
¥ &anggaran SMA -Diklatpim IV
S1
KETUT SURIANI, S.H. Penata Muda TK’—.J /b | 01-03-1999  |penata Muda TK| Analis Tata Hindu SD -Latprajab I Waya 2 (dua)
Singaraja, 26-07-1973 197307261999032003 1i/b Laksana SMP -Diklat Gol Ill  [Suarnawan, SSi Orang
r SMA
01-10-2020
} S1
o BP di
LAILAHTUL HIDAYAH | Cpns ’ 01-12-2020 Penata  Muda | Analis SDM Islam SD - - - Dilmil 11
MUYASSAROH, S.IP Penata Muda Ill/a lli/a SMP = 11
Klaten, 5-10-1995 199510052020122009 SMA Yogya
S1 karta




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10. | Ni KADEK YULIARTINI, A.Md Pengatur ll/c 01-12-2020 | Pengatur ll/c Pengadministrasian Hindu SD - - -
Denpasar, 26 Juli 1996 199607262020122010 Registrasi Perkara SMP
SMA
D3
11 | GISCA  PRAVITA  AULIYA, | CPNS Pengatur li/c 01-04-2022 | Pengatur ll/c Pengelola Perkara Islam SD
A.Md.M 199808202022032016 ‘ SMP _Latpraiab ) )
Klaten, 20-08-1998 | SMA prél
3 D3
12 | MELATHI INDAHSARI, AMd.M | CPNS Pengatur Il/c 01-04-2022 | Pengatur11/c Pengelola Pefkara_ | Islam SD -Latprajab - -
Bojolali, 10-07-1999 199907102022032011 s - _ d SMP
g | smA
,/////// D3 3 \‘\'m.
~Denpgsar, 25 September 2023
~Kepala Rengadilan Militer 11-14

\

B
|
97 o
%g!fy armawan, S.H.,M.H.
“hk NRP 11990006941271
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DAFTAR PEGAWAI HONORER
PADA PENGADILAN MILITER lil-14 DENPASAR

TAHUN 2022
NAMA/TEMPAT TGLLAHIR | . ~—MASUK TMT " PENDIDIKAN AGAMA KET
? 3 4 5 6

| NYOMAN DIKA
Karangasem, 13 Desember 1977 01-01-2008 SMA HINDU

I

f
SRI YULIOWATI L
Denpasar, 3 Juni 1972 | 01-01-2012 SMA ISLAM
| PUTU MEGA YASA, éJ H =
Karangasem, 8 Maret 1992 01-01-2012 S1 - HINDU
ROMANI SUGIANTO
Bojonegoro, 15 Juli 1966 01-03-2012 SMA ISLAM
NYOMAN SUKADI, S.H.
Badung, 9 Oktober 1988 01-03-2012 Sl HINDU




2 3 4 5 6
I NYOMAN GEDE JAYA, S.Kom
Karangasem, 14 Agustus 1994 01-01-2015 SMA HINDU
PITERSON ZAGOTO
Nias, 09 April 1995 02-01-2019 SMA KRISTEN
GUSTI NGURAH SUARDIKA ADI e ii o
SAPUTRA e =% 02-01-2019 SMK % HINDU
Denpasar, 3 Maret 1995 __
TIRTO BAYU BHASKORO BHAWONO
Surabaya, 3 Maret 1995 [ e I ISLAM

f

|
b

: ueﬂpmar 25 September 2023

Kepai Pengadllan Militer 111-14




LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
PENGADILAN MILITER 111-14 DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 2022

KANTOR PENGADILAN MILITER 11114

DENPASAR
JL. YOS SUDARSO NO. 1 DENPASAR

DENPASAR, 25 September 2023



